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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019
tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, perlu disusun
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai petunjuk
pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem
Online Single Submission,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik;



2020, No.308

Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Perizinan
Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single
Submission kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1759);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
Komitmen.

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku
usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur
pembantu kepala daerah wuntuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman
Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
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10.

11.

12.

13.

14.

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan
nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, kecil, dan
menengah.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia setelah Pelaku Usaha
melakukan pendaftaran.

Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin

Komersial atau Operasional.
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Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek, dan sebagainya).

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha
melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial atau  operasional dengan  memenuhi
persyaratan dan/atau Komitmen.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya  disingkat @ RPTKA  adalah  rencana
penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu
yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk
jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk
usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai
izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah
tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk
memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang
laut yang mencakup permukaan laut, kolom air,

permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan.

Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang
selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan
dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana  Pemantauan  Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari wusaha dan/atau

kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
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Amdal atau UKL-UPL.

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun baru, mengubabh,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung
baik secara administratif maupun teknis, sebelum
pemanfaatannya.

Pengembangan Usaha adalah penambahan/perluasan
kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas,
bidang usaha, dan/atau lokasi.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan
diri dengan Perseoran lain yang telah ada dan
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada
Perseoran @ yang menerima  penggabungan dan
selanjutnya status badan hukum Perseroan yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh perusahaan Kawasan Industri.

Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya
disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan
realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang
dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan
disampaikan secara berkala.

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya
disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan
warga negara Indonesia atau warga negara asing yang
ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan
perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di
Indonesia

Kantor Cabang adalah perusahaan yang merupakan unit
atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat
berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat
bersifat  berdiri sendiri atau  bertugas untuk
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan
induknya.

Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang
selanjutnya disingkat KP3A adalah kantor yang dipimpin
oleh perseorangan warga negara Indonesia atau warga
negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan
perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di
luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan BUJKA
adalah kantor yang ditunjuk oleh BUJKA di luar negeri
sebagai perwakilannya di Indonesia.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya
disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus
penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau
pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran
perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau
penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah
memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah
Republik Indonesia kepada Pelaku Usaha,
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kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian,
DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, badan pengusahaan
KPBPB, dan administrator KEK untuk menggunakan
sistem OSS.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan

Badan ini merupakan panduan bagi:

a. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan
pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK sesuai
kewenangannya,;

b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; dan

c. Pelaku Usaha serta masyarakat umum.

Pasal 3
Pedoman pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha
terintegrasi secara elektronik bertujuan untuk tercapainya
pelayanan Perizinan Berusaha yang terstandar, cepat,
sederhana, transparan, dan terintegrasi di
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,
DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, KPBPB, dan

KEK, di seluruh Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:
a. Layanan:

(1) Hak Akses sistem OSS;

(2) penerbitan NIB;

(3) Izin Usaha;

(4) Izin Komersial atau Operasional;

(5) perizinan terkait Prasarana,;

(6) Kantor Perwakilan; dan

(7) layanan lainnya terkait Perizinan Berusaha.
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b. Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha.

BAB III
KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 5

(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
b. Pelaku Usaha non perseorangan;

(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk
Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan
perbuatan hukum.

(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. perseroan terbatas;

=

perusahaan umum;

perusahaan umum daerah;

o o

badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
badan layanan umum;
lembaga penyiaran;

badan usaha yang didirikan oleh yayasan;

R o

koperasi;

e

persekutuan komanditer (commanditaire
vennootschap);
j.  persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
k. persekutuan perdata,
yang didirikan, didaftarkan, atau disahkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaku Usaha perseroan terbatas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. PMDN; dan
b. PMA.
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Selain Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), permohonan Perizinan Berusaha
juga dilakukan oleh bentuk lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Pasal 6

Pelaku Usaha PMA wajib melaksanakan ketentuan

badan usaha, persyaratan nilai investasi dan

permodalan untuk memperoleh Perizinan Berusaha.

Pelaku Usaha PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan nilai investasi dan

permodalan dengan ketentuan:

a. total nilai investasi lebih besar dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah),
diluar tanah dan bangunan per bidang usaha
klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia S (lima)
digit per lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal
disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta Rupiah); dan

c. persentase kepemilikan saham dihitung
berdasarkan nilai nominal saham.

Ketentuan total nilai investasi sebagaimana diatur pada

ayat (2) huruf a:

a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar,
lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah
per 2 (dua) digit awal klasifikasi baku lapangan
usaha Indonesia;

b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan
minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih
besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu
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kabupaten/kota; atau
c. khusus untuk kegiatan usaha konstruksi
sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di
luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.
(4) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dan/atau
pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham
dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang

lain.

Bagian Ketiga

Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 7
Untuk memperoleh NIB dan Perizinan Berusaha, Pelaku
Usaha harus memperhatikan:
a. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
b. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
c. Komitmen yang harus dipenuhi,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Hak Akses Sistem OSS

Pasal 8
(1) Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga OSS
memberikan Hak Akses sistem OSS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 kepada:
a. Pelaku Usaha;
b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
dan
c. DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, badan
pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK.
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Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c selanjutnya disebut administrator

Hak Akses.

Pasal 9

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a harus mengajukan permohonan Hak Akses

melalui sistem OSS untuk melakukan pendaftaran

Perizinan Berusaha.

Ketentuan pembuatan Hak Akses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wuntuk Pelaku Usaha perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,

dilakukan dengan mendaftarkan NIK.

Ketentuan pembuatan Hak Akses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha non perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,

dilakukan dengan mendaftarkan:

a. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor
pendaftaran perseroan terbatas, badan usaha yang
didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan
komanditer (commanditaire vennootschap),
persekutuan firma (venootschap onder firma), atau
persekutuan perdata;

b. dasar hukum pembentukan perusahaan umum,
perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya
yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik,
atau badan layanan umum; atau

c. NIK salah satu penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang berkewarganegaraan Indonesia atau
nomor paspor salah satu penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang berkewarganegaraan asing.

Sistem OSS melakukan verifikasi dan mengirimkan email

kepada Pelaku Usaha untuk melakukan aktivasi akun.

Setelah Pelaku Usaha berhasil melakukan aktivasi akun,

sistem OSS akan mengirimkan email kembali yang berisi

user id dan password.



2020, No.308

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

-14-

Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan dengan
menggunakan Hak Akses berupa user id dan password
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal pengurusan pendaftaran dan Perizinan
Berusaha untuk Pelaku Usaha non perseorangan tidak
dilakukan oleh penanggung jawab maka pengurusan
tersebut dapat didelegasikan ke penerima kuasa.
Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
membuat Hak Akses dengan mendaftarkan nomor induk
kependudukan (NIK) di sistem OSS.

Hak Akses penerima kuasa sebagaimana pada ayat (8)
dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari
akun penanggung jawab dan dapat dibatalkan oleh akun
penanggung jawab.

Pasal 10

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ diberikan untuk:
a. memproses Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh

Pelaku Usaha; dan/atau
b. inventarisasi data.
Hak Akses untuk memproses Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
disampaikan melalui fitur webform atau sistem
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
sudah terintegrasi dengan OSS.
Hak Akses untuk memproses Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh
DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, badan pengusahaan
KPBPB, dan administrator KEK disampaikan melalui fitur
webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
Administrator Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) dapat membuat Hak Akses turunan

sesuai kebutuhan dan kewenangan yang diperlukan.
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Administrator Hak Akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) yang telah menerima Hak Akses dari Lembaga
OSS dapat melakukan notifikasi dalam hal:

a. validasi;

b. verifikasi pembayaran;

inspeksi;

o o

persetujuan;
penolakan;
usulan peringatan;

pengenaan denda administratif;

5o o

usulan penghentian sementara kegiatan berusaha;

e

usulan pembekuan; dan
j- usulan pencabutan,

terhadap Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran untuk Memperoleh NIB

Pasal 11
Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a angka 2 dilakukan oleh Lembaga OSS setelah
Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian
data secara lengkap.
NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi
pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dan setiap Pelaku
Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
Format penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12
NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan
oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan

Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk
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pemenuhan Komitmen Izin Usaha, Izin Komersial atau

Operasional, dan fasilitas pajak.

NIB berlaku juga sebagai:

a. tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan mengenai
tanda daftar perusahaan;

b. angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai angka
pengenal impor;

c. Hak Akses kepabeanan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan; dan

d. pelaporan awal wajib lapor ketenagakerjaan di
perusahaan.

Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya

dapat memilih:

a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor
barang yang diperdagangkan; atau

b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan
impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai
barang modal, bahan baku, bahan penolong,
dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Dalam hal memerlukan Hak Akses kepabeanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pelaku

Usaha dapat memilih kegiatan impor dan/atau ekspor.

Pasal 13

NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh
Lembaga OSS dalam hal:

a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan

yang tidak sesuai dengan NIB;
b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran peraturan

perundang-undangan;
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c. NIB dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
dan/atau

d. Pelaku Usaha atas permintaan sendiri meminta NIB
dicabut.

Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b dapat berupa wusulan atau

rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah atas
hasil pemeriksaan kemudian (post audit).

Mekanisme pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan mengenai

pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan

penanaman modal.

Pasal 14
Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang belum memiliki
nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan
permohonan nomor pokok wajib pajak melalui sistem
OSS.
Bagi Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang telah memiliki nomor pokok wajib
pajak, sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem
Direktorat Jenderal Pajak melakukan  verifikasi
konfirmasi status wajib pajak untuk memperoleh
keterangan status wajib pajak dengan status valid.
Bagi Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk memperoleh NIB harus mengisi
paling sedikit:
a. data usaha; dan
b. data klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
Bagi Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, untuk
memperoleh NIB harus mengisi paling sedikit:
a. penarikan data legalitas perusahaan;

b. data usaha; dan
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c. data klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
Penarikan data legalitas perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu:

a. nama perusahaan,;

b. tempat dan kedudukan;

c. maksud dan tujuan;

d. pemegang saham dan pengurus perusahaan; dan

e. nomor pokok wajib pajak.

Penarikan data legalitas perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), sistem OSS secara otomatis
akan menarik data perusahaan yang ada dari sistem
kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi
manusia.

Dalam hal sistem OSS belum dapat menarik data Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari sistem
kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi
manusia, perekaman data Pelaku Usaha dilakukan
secara manual di sistem OSS.

Setelah melengkapi data dan menyelesaikan tahapan
dimaksud pada ayat (5), sistem OSS melakukan validasi
isian data tersebut, termasuk dilakukan konfirmasi
status wajib pajak untuk memperoleh keterangan status
wajib pajak dengan status valid untuk meneruskan
proses Perizinan Berusaha.

Pelaku Usaha dapat melanjutkan pendaftaran NIB

setelah sistem OSS menyatakan data valid.

Bagian Ketiga
Proyek Utama dan Proyek Pendukung

Pasal 15
Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha harus
menentukan jenis proyek.
Jenis proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. proyek utama; dan

b. proyek pendukung.
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Ketentuan jenis proyek pendukung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha
dapat melakukan proyek pendukung.

b. terhadap proyek pendukung sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Pelaku Usaha wajib mengajukan Izin
Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

c. proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. meliputi klasifikasi baku lapangan usaha
Indonesia yang tidak tercantum dalam NIB;

2. merupakan kegiatan yang hanya mendukung
proyek utama;

3. tidak dapat digunakan untuk memperoleh
pendapatan; dan

4. dilaksanakan sesuai dengan = ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Proyek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan data

berupa:

a. rencana investasi;

b. status lokasi proyek;

c. penanggung jawab proyek;

d. detail pengisian lokasi usaha/proyek;

alamat lokasi; dan

.0

daftar lokasi proyek yang terintegrasi dalam 1 (satu)

hamparan.

Proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan

data berupa:

a. rencana investasi;

b. detail pengisian lokasi usaha/proyek;

c. alamat lokasi; dan

d. daftar lokasi proyek yang terintegrasi dalam 1 (satu)
hamparan.

Daftar lokasi proyek hamparan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf f dan ayat (5) huruf d harus
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dilengkapi oleh Pelaku Usaha apabila lokasi proyek
berada pada lintas kabupaten/kota dan/atau provinsi

dalam satu hamparan.

Bagian Keempat

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, RPTKA, dan

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan

Pasal 16

Pelaku Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta
jaminan  sosial kesehatan dan jaminan = sosial
ketenagakerjaan langsung terdaftar bersama dengan
terbitnya NIB.

Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial kesehatan harus mengisi nomor virtual
account Pelaku Usaha.

Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial ketenagakerjaan harus mengisi nomor

pendaftaran perusahaan Pelaku Usaha.

Pasal 17

Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga

kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan

RPTKA.

Dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha

mengisi data pada sistem OSS berupa:

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;

b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing
dalam  struktur organisasi perusahaan yang
bersangkutan;

c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;

d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai
pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
dan

e. jumlah tenaga kerja asing.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2020, No.308

Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sistem OSS memproses
pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 18
Bagi Pelaku Usaha yang belum melakukan wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan, NIB merupakan bukti
pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan
di perusahaan.
Bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan, harus mengisi nomor
wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada saat
pendaftaran NIB.
Sistem OSS mengirim data ketenagakerjaan perusahaan
kepada sistem wajib lapor ketenagakerjaan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan melalui integrasi sistem OSS
dengan sistem wajib lapor ketenagakerjaan di
perusahaan.
Pelaku usaha yang telah memiliki NIB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelaporan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara berkala
setiap 1 (satu) tahun pada bulan desember melalui

http:/ /wajiblapor.kemenaker.go.id.



http://wajiblapor.kemenaker.go.id/

2020, No.308

-292-

BAB V
PENERBITAN IZIN USAHA DAN
IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dan angka 4

dikelompokkan berdasarkan:

a.

o

e o

5@ oo

[y
.

o

p—
.

5 B

©

5o T

sektor ketenagalistrikan;

sektor pertanian;

sektor lingkungan hidup dan kehutanan;

sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
sektor kelautan dan perikanan;

sektor kesehatan;

sektor obat dan makanan;

sektor perindustrian;

sektor perdagangan;

sektor perhubungan;

sektor komunikasi dan informatika;

sektor keuangan;

sektor pariwisata;

sektor pendidikan dan kebudayaan;

sektor pendidikan tinggi;

sektor agama dan keagamaan;

sektor ketenagakerjaan;

sektor kepolisian;

sektor perkoperasian dan Usaha Mikro, kecil, menengah;
dan

sektor ketenaganukliran.

Pasal 20

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional untuk sektor

usaha diluar yang tercantum dalam Pasal 19 dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Penerbitan Izin Usaha

Pasal 21
Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf angka 3 melalui sistem OSS kepada Pelaku
Usaha.
Terdapat 4 (empat) tipe penerbitan Izin Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tipe 1, yaitu Izin Usaha tanpa pemenuhan Komitmen;
b. tipe 2, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis;
c. tipe 3, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan biaya;
atau
d. tipe 4, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis
dan biaya.
Dalam hal Izin Usaha sebagaimana tercantum pada ayat
(2) huruf a, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha telah
berlaku efektif.
Dalam hal Izin Usaha sebagaimana tercantum pada ayat
(2) huruf b, huruf c¢, dan huruf d, Lembaga OSS
menerbitkan Izin Usaha belum berlaku efektif.
Ketentuan lebih lanjut terkait Izin Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 22

Format Izin Usaha yang telah berlaku efektif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini

(1)

(2)

Pasal 23
Penerbitan Izin Usaha belum berlaku efektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) berlaku efektif setelah
Pelaku Usaha memenuhi Komitmen Izin Usaha.
Format Izin Usaha belum berlaku efektif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Pasal 24
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha yang belum berlaku
efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
wajib dilakukan melalui sistem OSS.
Pemenuhan Komitmen yang memerlukan persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf b dan huruf d, permohonan disampaikan kepada
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat di BKPM,
DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, administrator KEK,
atau badan pengelola KPBPB.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) huruf b dan huruf d meliputi kegiatan
evaluasi teknis dan/atau peninjauan lapangan dan/atau
pemeriksaan laboratorium.
Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan
evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis
paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan
yang lengkap dan benar.
Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan dalam waktu
paling lama 5 (lima) Hari maka pemenuhan Komitmen
telah disetujui.
Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan
peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan
laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis
paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya
permohonan yang lengkap dan benar.
Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan dalam waktu
paling lama 15 (lima belas) Hari maka pemenuhan

Komitmen telah disetujui.
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DPMPTSP, KEK, dan KPBPB menyampaikan notifikasi
persetujuan pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha ke
dalam sistem OSS melalui webform atau sistem
kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dengan
OSS.

DPMPTSP, KEK, dan KPBPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) menyampaikan notifikasi dan mengunggah
salinan  persetujuan pemenuhan Komitmen Izin
Komersial atau Operasional ke dalam sistem OSS.

Format Izin Usaha yang telah Dberlaku efektif
berdasarkan pemenuhan Komitmen Izin Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil

Pasal 25
NIB untuk Usaha Mikro kecil dan Izin Usaha Mikro kecil
diterbitkan melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha
perseoranganmikro kecil.
Izin Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan melalui sistem OSS tanpa Komitmen.
Kriteria Pelaku Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan kekayaan bersih atau
omset secara kumulatif.
Dalam hal besaran kekayaan bersih atau omset
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati kriteria
Pelaku Usaha Mikro kecil, Perizinan Berusaha yang
diajukan mengikuti mekanisme Perizinan Berusaha skala
menengah atau besar.
Dalam proses pendaftaran dan kewajiban lainnya Pelaku
Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelaku  Usaha  dapat  difasilitasi oleh = BKPM,

kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Mikro kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil
dan menengah.

Format NIB untuk Usaha Mikro kecil dan Izin Usaha
Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat

Penerbitan Izin Komersial atau Operasional

Pasal 26
Penerbitan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 melalui sistem
OSS kepada Pelaku Usaha.
Terdapat 4 (empat) tipe penerbitan Izin Komersial atau
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tipe 1, yaitu Izin Komersial atau Operasional tanpa
pemenuhan Komitmen;
b.  tipe 2, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan
persyaratan teknis;
C. tipe 3, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan
persyaratan biaya; atau
d. tipe 4, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan
persyaratan teknis dan biaya.
Pemenuhan Komitmen yang memerlukan persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf d, permohonan disampaikan kepada pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP) Pusat di BKPM, DPMPTSP
provinsi/kabupaten/kota, Administrator KEK, atau
Badan Pengelola KPBPB.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf
b dan huruf d meliputi kegiatan evaluasi teknis dan/atau
peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan

laboratorium.
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Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan
evaluasi atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Lkementerian/lembaga memproses
persyaratan teknis paling lama 5 (lima) Hari sejak
diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan dalam waktu
paling lama 5 (lima) Hari maka pemenuhan Komitmen
telah disetujui.

Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan
peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan
laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis
paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya
permohonan yang lengkap dan benar.

Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan dalam waktu
paling lama 15 (lima belas) Hari maka pemenuhan
Komitmen telah disetujui

DPMPTSP, KEK, dan KPBPB menyampaikan notifikasi
persetujuan pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha ke
dalam sistem OSS melalui webform atau sistem
kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dengan
OSS.

DPMPTSP, KEK, dan KPBPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) menyampaikan notifikasi dan mengunggah
salinan  persetujuan pemenuhan Komitmen Izin
Komersial atau Operasional ke dalam sistem OSS.
Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(10), sistem OSS menerbitkan Izin Komersial atau
Operasional yang telah berlaku efektif beserta lampiran
berupa salinan persetujuan pemenuhan Komitmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Format Izin Komersial atau Operasional yang belum
berlaku efektif tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.
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Format Izin Komersial atau Operasional yang telah
berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Ketentuan lebih lanjut terkait Izin Komersial atau
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal.

BAB VI

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL

(1)

(2)

(3)

ATAU OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Pemenuhan Komitmenlzin Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 27
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas:
a. Komitmen Prasarana; dan/atau
b. Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis.
Tipe proses bisnis pemenuhan Komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tipe yang
tercantum dalam pasal 21 ayat (2).
Komitmen Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berupa:

a. Izin Lokasi;

b. Izin Lokasi Perairan;
c. Izin Lokasi di Laut;
d. Izin Lingkungan;

e. IMB; dan/atau

f. SLF.
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Pemenuhan Komitmen Prasana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat menggunakan Izin Lokasi,
Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, IMB, dan/atau SLF
yang sudah dimiliki sebelumnya yang masih sesuai dan
berlaku.

Pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti
ketentuan yang diatur oleh masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
pembina sektor.

Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan Prasarana di lokasi
proyek pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3) yang berbeda dengan lokasi proyek utama
untuk menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan, Pelaku
Usaha memilih dan menetapkan Komitmen Prasarana

yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Penerbitan Izin Lokasi

Pasal 28
Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) huruf a diterbitkan melalui sistem OSS.
Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
peta/sketsa yang memuat letak, luas, dan bentuk bidang
rencana lokasi kegiatan usaha dengan batas letak lokasi
lebih dari satu koordinat.
Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Izin Lokasi tanpa komitmen; dan
b. Izin Lokasi dengan komitmen.
Izin Lokasi tanpa komitmen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, dalam hal:
a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di
lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut
rencana detail tata ruang dan/atau rencana umum

tata ruang kawasan perkotaan;
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b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di
lokasi kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri,
serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas;

c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan
tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain
yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan
digunakan oleh Pelaku Usaha;

d. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari
otorita atau badan penyelenggara pengembangan
suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang
kawasan pengembangan tersebut;

e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan
untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan
letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

f. tanah lokasi wusaha dan/atau kegiatan yang
diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan
Berusaha tidak lebih dari:

1. 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha
dan/atau kegiatan pertanian;

2. 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau

3. 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau
kegiatan bukan pertanian; atau

g. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan
dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku

Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat

penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan

arahan rencana tata ruang.

Izin Lokasi dengan Komitmen sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b Pelaku Usaha wajib melakukan

pemenuhan persyaratan Izin Lokasi.
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Pemenuhan persyaratan Izin Lokasi dengan Komitmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diajukan untuk
mendapatkan:

a. pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor
Pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan;
dan

b. persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dari
DPMPTSP tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  menerbitkan

Pertimbangan Teknis paling lama 10 (sepuluh) Hari

setelah permohonan dari Pelaku Usaha diterima.

DPMPTSP Kabupaten/Kota menyampaikan notifikasi

persetujuan pemenuhan Komitmen atau penolakan

pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada Lembaga OSS
paling lama 2 (dua) Hari setelah memperoleh
pertimbangan teknis pertanahan.

Dalam hal lokasi wusaha berada dalam lintas

kabupaten/kota atau lintas provinsi, kewenangan

notifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan

Komitmen Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Terhadap persetujuan pemenuhan Komitmen

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka Izin Lokasi

berlaku efektif.

Terhadap penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) maka Izin Lokasi tidak berlaku.

Format Izin Lokasi tanpa Komitmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Format Izin Lokasi dengan Komitmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.
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Paragraf 2

Penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Lokasi di Laut

Pasal 29

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah
pesisir dan/atau pulau-pulau kecil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha yang
memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang
laut yang mencakup permukaan laut, kolom air,
permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 30

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (1) terdiri atas:

a. Izin Lokasi Perairan tanpa Komitmen yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan

b. Izin Lokasi Perairan berdasarkan Komitmen.

Izin Lokasi Perairan tanpa Komitmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:

a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi
KEK, Kawasan Industri, serta KPBPB;

b. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita
atau badan penyelenggara pengembangan suatu
kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan
pengembangan tersebut;

c. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan
oleh Usaha Mikro dan usaha kecil; dan/atau

d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan

dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
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Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada  ayat
(2) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan
rencana zonasi yang berlaku.

Terhadap Izin Lokasi Perairan berdasarkan Komitmen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku

Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan

Komitmen Izin Lokasi Perairan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan atau gubernur melalui DPMPTSP
provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal Izin Lokasi Perairan yang terletak di:

a. lintas provinsi diberikan berdasarkan rencana zonasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. kawasan strategis nasional diberikan berdasarkan
rencana zonasi kawasan strategis nasional;

c. kawasan strategis nasional tertentu diberikan
berdasarkan rencana zonasi kawasan strategis
nasional tertentu; dan

d. kawasan konservasi nasional diberikan berdasarkan
rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan
konservasi,

Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan

Komitmen Izin Lokasi Perairan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di perairan pesisir

dan pulau-pulau kecil selain yang menjadi kewenangan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kelautan dan perikanan berdasarkan rencana

zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terhadap permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan atau gubernur melalui DPMPTSP
provinsi sesuai kewenangannya menerbitkan

persetujuan/penolakan Izin Lokasi Perairan.
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Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan atau gubernur melalui
DPMPTSP provinsi, menyampaikan notifikasi
persetujuan/penolakan Izin Lokasi Perairan kepada
lembaga  OSS melalui webform  atau sistem
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
terintegrasi dengan sistem OSS.

Format Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31
Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan
Komitmen Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
Terhadap permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi
di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan menerbitkan
persetujuan/penolakan Izin Lokasi di Laut.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi
persetujuan/penolakan Izin Lokasi di Laut kepada
Lembaga OSS melalui webform atau  sistem
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
sudah terintegrasi dengan OSS.
Format Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Paragraf 3

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 32
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) huruf d diterbitkan melalui sistem OSS
berdasarkan komitmen.
Komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. UKL-UPL; atau
b. Amdal.

Pasal 33
Pelaku Usaha mengajukan permohonan UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, atau perangkat daerah
provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan
hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
Hari sejak diterbitkannya Izin Lingkungan belum berlaku
efektif.
Pengajuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan di sistem OSS.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pemeriksaan
atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama S (lima) Hari sejak permohonan disampaikan
oleh Pelaku Usaha.
Dalam hal terdapat perbaikan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha paling lama 5
(lima) Hari telah menyampaikan perbaikan dan
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, atau perangkat daerah
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provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan
hidup melalui sistem OSS.

Dalam hal tidak terdapat perbaikan pada permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau
perangkat daerah = provinsi/kabupaten/kota  yang
membidangi lingkungan hidup menetapkan persetujuan
rekomendasi UKL-UPL.

Perangkat  daerah  provinsi/kabupaten/kota  yang
membidangi lingkungan hidup menyampaikan
rekomendasi UKL-UPL kepada DPMPTSP, administrator
KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
Pejabat yang ditunjuk menteri atau DPMPTSP
menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen melalui
webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi
Komitmen untuk melengkapi permohonan UKL-UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang
ditunjuk menteri atau DPMPTSP menyampaikan
notifikasi  kegagalan pemenuhan Komitmen Izin
Lingkungan kepada Lembaga OSS.

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak
menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen lzin

Lingkungan dianggap telah dipenuhi.

Pasal 34
Dalam  pemenuhan  Komitmen Izin Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pelaku
Usaha menyusun Andal dan RKL RPL dengan tahapan:
a. pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan/atau

kegiatan serta konsultasi publik;
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b. pengisian dan pengajuan formulir kerangka acuan;

c. pemeriksaan dan persetujuan formulir kerangka
acuan;

d. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL RPL;
dan

e. penilaian Andal dan RKL RPL dan penetapan
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pelaku Usaha mengajukan Andal dan RKL RPL sebagai

pemenuhan Komitmen sejak diterbitkannya Izin

Lingkungan belum berlaku efektif oleh Lembaga OSS

sesuai kewenangannya kepada:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang  perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup melalui komisi penilai
Amdal Pusat;

b. gubernur melalui komisi penilai Amdalprovinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui komisi penilai Amdal
kabupaten/kota.

Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana Usaha

dan/atau Kegiatan, konsultasi publik, pengisian formulir

kerangka acuan serta pemeriksaan formulir kerangka

acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga

puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin

Lingkungan berdasarkan Komitmen.

Pengikutsertaan  masyarakat dan/atau  pemerhati

lingkungan hidup, dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
dan

b. konsultasi publik.

Pelaku Usaha menyusun Andal berdasarkan formulir

kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b yang telah disepakati.

Penyusunan Andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d harus mulai dilakukan paling lama
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30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin
Lingkungan berdasarkan Komitmen.
Pelaku Usaha dalam penyusunan dokumen Andal dan
RKL RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak.
Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL RPL
dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari.
Jangka waktu penilaian Andal dan RKL RPL,
penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian
akhir dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak
dokumen Andal dan RKL RPL diajukan kepada komisi
penilai Amdal dan dinyatakan lengkap secara
administrasi.

Berdasarkan  rekomendasi hasil penilaian atau

rekomendasi hasil penilaian akhir dari komisi penilai

Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan:

a. keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika
rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak
lingkungan hidup; atau

b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika
rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak
layak lingkungan hidup.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a

merupakan:

a. pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan,;

b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan
yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan

c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan
aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan
oleh Lembaga OSS.

Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian

atau hasil penilaian akhir dari komisi penilai Amdal
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sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 5
(lima) Hari setelah dilakukannya penilaian Andal dan
RKL RPL.

Jangka  waktu penetapan keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan paling
lama S (lima) Hari terhitung sejak diterimanya
rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari
komisi penilai Amdal melalui ketua komisi penilai Amdal.
Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan
terhadap pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha untuk
melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi
Komitmen  untuk  melengkapi dokumen  Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi
lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan
pemenuhan Komitmen kepada Lembaga OSS.

Perangkat Daerah  provinsi/kabupaten/kota  yang
membidangi lingkungan hidup menyampaikan
rekomendasi pemenuhan Komitmen Andal dan RKL RPL
atas Izin Lingkungan kepada DPMPTSP, administrator
KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.

Pejabat yang ditunjuk menteri atau DPMPTSP,
administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB
menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) kepada Lembaga
OSS.

Pasal 35
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) huruf d tidak dipersyaratkan untuk penerbitan
Izin Usaha dalam hal:
a. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam KEK,

Kawasan Industri, atau KPBPB; atau

b. usaha dan/atau kegiatan merupakan Usaha Mikro

dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
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memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang
tidak wajib memiliki UKL-UPL.
Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan
berada dalam KEK, Kawasan Industri, atau KPBPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyusun

RKL RPL rinci berdasarkan RKL RPL kawasan

Pasal 36

Sistem OSS akan menerbitkan SPPL secara otomatis kepada

Pelaku Usaha:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Usaha Mikro dan kecil; dan
usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki

Amdal dan UKL-UPL.

Pasal 37

Format Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Format SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Lembaga OSS melakukan pengumuman terhadap
diterbitkannya Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen
dan Izin Lingkungan yang telah memenuhi Komitmen

melalui sistem OSS.

Pasal 38
Apabila Pelaku Usaha melakukan perubahan rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap
lingkungan, Pelaku Usaha  wajib mengajukan
permohonan perubahan Izin Lingkungan.
Perubahan wusaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
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Pasal 39

Dalam hal ketentuan mengenai ketentuan pelaksanaan

mengenai RKL RPL rinci belum tersedia, pelaksanaan Izin

Lingkungan mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(7)

Paragraf 5
Penerbitan IMB

Pasal 40

IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
huruf e diterbitkan melalui sistem OSS.
Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui
sistem OSS wajib melakukan pemenuhan Komitmen IMB.
Jangka waktu pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga
puluh) Hari setelah diterbitkannya IMB melalui Lembaga
OSS.
Pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan melengkapi:
a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau

tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
b. data pemilik bangunan gedung; dan
c. rencana teknis bangunan gedung.
Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
a. rencana arsitektur;
b. rencana struktur; dan
c. rencana utilitas.
Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ harus mendapatkan
pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung
(TABG).
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.
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Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan pemenuhan
Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 5 (lima) Hari setelah diterbitkannya IMB.
Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen
Amdal, jangka waktu pemenuhan Komitmen IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling
lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemenuhan Komitmen
Amdal.

Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) menyatakan rencana teknis belum

memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah memberikan
pernyataan kepada Lembaga OSS bahwa IMB dibatalkan.

Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) menyatakan rencana teknis sudah

memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah memberikan
pernyataan kepada Lembaga OSS bahwa IMB berlaku.

Dalam hal IMB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (10), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali IMB

melalui sistem OSS.

IMB tidak dipersyaratkan untuk pemenuhan Komitmen

dalam penerbitan Izin Usaha dalam hal bangunan

gedung:

a. berada dalam KEK, Kawasan Industri, atau KPBPB,
sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan
pedoman bangunan (estate regulation); dan/atau

b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis
nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha
pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan
untuk melaksanakan proyek pemerintah atau
proyek strategis nasional.

DPMPTSP, administrator KEK, dan badan pengusahaan

KPBPB menyampaikan notifikasi atas pemenuhan

Komitmen IMB kepada Lembaga OSS.

Format IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Paragraf 6
Penerbitan SLF

Pasal 41
Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pembangunan
bangunan/gedung sesuai dengan IMB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, Pelaku Usaha diwajibkan
mengajukan permohonan SLF.
Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, DPMPTSP memberikan notifikasi pemenuhan
SLF kepada Lembaga OSS.
Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
lengkap, Pemerintah Daerah memberikan pernyataan
kepada Lembaga OSS bahwa SLF tidak dapat diterbitkan.
Lembaga OSS menerbitkan SLF setelah notifikasi
disampaikan Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa
SLF dapat diterbitkan.
Format SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Izin Usaha Telah Berlaku Efektif

Pasal 42

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

telah berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan

Komitmen Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Bagian Ketiga

Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional

Pasal 43
Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri
atas:
a. Komitmen Prasarana; dan/atau
b. standar Perizinan Berusaha berdasarkan sektor.
Tipe proses bisnis pemenuhan Komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tipe yang
tercantum dalam pasal 26 ayat (2).
Izin Komersial atau Operasional yang merupakan izin
lanjutan dari proyek utama, dapat menggunakan
pemenuhan Komitmen Prasarana dari proyek utama.
Komitmen Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat menggunakan Izin Lokasi, Izin Lokasi
Perairan, Izin Lokasi di Laut, Izin Lingkungan, IMB,
dan/atau SLF yang sudah dimiliki sebelumnya dan
masih berlaku.
Pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti
ketentuan yang diatur oleh masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
pembina sektor.
Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan Prasarana di lokasi
proyek pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3) yang berbeda dengan lokasi proyek utama
untuk menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan, Pelaku
Usaha memilih dan menetapkan Komitmen Prasarana
yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (3).
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Bagian Keempat

Izin Komersial atau Operasional Mulai Berlaku

Pasal 44
Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) telah berlaku efektif setelah Pelaku
Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Komersial atau
Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
KANTOR PERWAKILAN, WARALABA PEMBERI WARALABA
BERASAL DARI LUAR NEGERI, PENDAFTARAN PEDAGANG
BERJANGKA ASING DAN KANTOR CABANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45
Pelaku Usaha dapat menyampaikan permohonan untuk
mendapatkan:
a. Pendaftaran KPPA;
b. Izin KP3A;
c. Izin Kantor Perwakilan BUJKA;
d. surat tanda pendaftaran waralaba pemberi waralaba
berasal dari luar negeri;
e. pendaftaran pedagang berjangka; dan

f.  pendaftaran Kantor Cabang Administrasi.

Bagian Kedua

Pendaftaran KPPA

Pasal 46
(1) Untuk melaksanakan kegiatan KPPA di Indonesia wajib
memiliki NIB dan pendaftaran KPPA.
(2) Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi lampiran dan menjadi bagian yang tidak
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terpisahkan dari NIB.

Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terbatas:

a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan
mengurus kepentingan perusahaan atau
perusahaan-perusahaan afiliasinya;

b. mempersiapkan pendirian dan Pengembangan
Usaha perusahaan PMA di Indonesia;

c. berlokasi di gedung perkantoran yang berada di ibu
kota provinsi;

d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di
Indonesia termasuk tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu
perikatan/transaksi penjualan dan pembelian
barang atau jasa komersial dengan perusahaan
atau perorangan di dalam negeri; dan

e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam
pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

Kepala KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia,

bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya

Kantor, tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar

kegiatan KPPA dan tidak merangkap jabatan sebagai

pimpinan perusahaan dan/atau lebih dari 1 (satu) KPPA.

Dalam hal Kepala KPPA yang ditunjuk adalah WNA

dan/atau memperkerjakan tenaga kerja asing, KPPA

harus memperkerjakan tenaga kerja Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku selama kantor perwakilan melakukan

kegiatan.

KPPA dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang

tercantum dalam pendaftaran KPPA.

Format NIB dan pendaftaran KPPA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Izin KP3A

Pasal 47
KP3A dapat berbentuk agen penjualan (selling agent)
agen pabrik (manufactures agent), dan/atau agen
pembelian (buying agent).
KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi
penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan
penyelesaiannya seperti mengajukan tender,
menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan
sejenisnya.
Untuk melaksanakan kegiatan KP3A di Indonesia wajib
memiliki NIB dan surat Izin Usaha perwakilan
perusahaan perdagangan asing.
Surat Izin Usaha perwakilan perusahaan perdagangan
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan
oleh Lembaga OSS.
Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundangan-undangan.
KP3A dapat dibuka di ibu kota provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Dalam hal Kepala KP3A yang ditunjuk adalah warga
negara asing dan/atau memperkerjakan tenaga kerja
asing, harus memperkerjakan tenaga kerja indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kepala KP3A dapat mempekerjakan tenaga kerja asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai Asisten
Kepala KP3A atau Asisten Kepala Kantor Cabang KP3A
yang bertugas sesuai dengan bidang tugas yaitu meliputi

asisten bidang promosi, asisten bidang survei pasar,dan
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asisten bidang pengawasan penjualan dan pembelian.

Format NIB dan Surat Izin Usaha Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Bagian Keempat

Izin Kantor Perwakilan BUJKA

Pasal 48

Kantor Perwakilan BUJKA yang akan menyelenggarakan
kegiatan Jasa Konstruksi wajib memiliki NIB dan Izin
Usaha Jasa Konstruksi.

Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundangan-undangan.

Format NIB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai
Kantor Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Bagian Kelima
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba

Berasal dari Luar Negeri

Pasal 49
Pemberi waralaba berasal dari luar negeri wajib memiliki
NIB dan STPW.
STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Lembaga OSS.
Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundangan-undangan.



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

49 2020, No.308

Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Format STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Bagian Keenam

Pendaftaran Pedagang Berjangka

Pasal 50
Pedagang berjangka asing berasal dari luar negeri wajib
memiliki NIB dan pendaftaran pedagang berjangka.
Pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundangan-undangan.
Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Format pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketujuh

Registrasi Kantor Cabang Administrasi

Pasal 51
Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang di seluruh
wilayah Indonesia yang merupakan unit atau bagian dari
perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di
tempat yang berlainan yang bersifat administratif.
Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didaftarkan melalui sistem OSS.
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Pendaftaran Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterbitkan melalui sistem OSS sebagai lampiran

dari NIB.

Pasal 52
Pelaku Usaha dalam membuka Kantor Cabang
menyampaikan permohonan dengan kelengkapan data
pada sistem OSS berupa:
a. alamat Kantor Cabang; dan
b. penanggung jawab Kantor Cabang.
Dalam hal Kantor Cabang lebih dari 1 (satu) lokasi,
Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi
Kantor Cabang.
Dalam hal Kantor Cabang memerlukan
pembangunan/konstruksi, Pelaku Usaha melengkapi
perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII
NOTIFIKASI FASILITAS FISKAL

Pasal 53

Sistem OSS memberikan notifikasi pemberian fasilitas
pajak pada saat Pelaku Usaha melakukan pengisian data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam
bentuk:
a. notifikasi dapat diberikan fasilitas pajak; atau
b. notifikasi tidak dapat diberikan fasilitas pajak.
Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk fasilitas:
a. Pengurangan pajak penghasilan badan; atau
b. pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di

bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-

daerah tertentu.
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(3) Pelaku Usaha yang mendapatkan notifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan
fasilitas pajak melalui sistem OSS.

(4) Tatacara mengenai pemberian fasilitas pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan BKPM.

BAB IX
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 54

(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan Pengembangan
Usaha, Pelaku Usaha melakukan penambahan kapasitas,
bidang usaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia
5 (lima) digit, dan/atau lokasi melalui sistem OSS.

(2) Pengembangan Usaha untuk industri sebagai perluasan
industri merupakan penambahan kapasitas produksi
untuk klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima)
digit yang sama dan dalam titik lokasi yang sama
sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan Pengembangan
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau

ayat (2), mengacu kepada proses penerbitan Izin Usaha.

BAB X
PEMANTAUAN KEPATUHAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 55
BKPM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian terkait di pusat dan Pemerintah
Daerah untuk melakukan:
a. pemantauan pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha; dan
b. pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang

telah diisi oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.



2020, No.308

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-52-

Pasal 56
Pemantauan pemenuhan Komitmen  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan dengan
memantau pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha dan
Izin Komersial atau Operasional.
Dalam hal Pelaku Usaha belum melakukan pemenuhan
Komitmen, BKPM mengingatkan Pelaku Usaha melalui

surat elektronik.

Pasal 57

Pengecekan data dan informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 huruf b dilakukan terhadap:

a. kesesuaian ketentuan bidang usaha dan klasifikasi
baku lapangan usaha Indonesiadengan ketentuan
yang mengatur tentang bidang usaha yang tertutup
dan terbuka dengan persyaratan;

b. kesesuaian nilai investasi dan permodalan dengan
ketentuan peraturan perundangan; dan

c. ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan
perundangan lainnya.

Dalam hal hasil pengecekan menemukan

ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

BKPM menyampaikan peringatan pertama melalui surat

elektronik kepada Pelaku Usaha untuk memperbaiki

isian datanya dalam sistem OSS.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah tanggal

terkirimnya surat elektronik, Pelaku Usaha harus

memperbaiki isian data dan informasi dalam sistem OSS.

Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan waktu lebih dari 3

(tiga) Hari setelah diterimanya peringatan pertama dapat

memberitahukan kepada BKPM melalui surat elektronik

atau surat biasa.

BKPM mengirimkan peringatan kedua melalui surat

elektronik apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari

Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).
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Dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diterimanya
peringatan kedua, Pelaku Usaha harus memperbaiki
pengisian data dalam sistem OSS.

Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan waktu lebih dari 3
(tiga) Hari setelah diterimanya peringatan kedua dapat
memberitahukan kepada BKPM melalui surat elektronik
atau surat biasa.

BKPM mengirimkan peringatan ketiga melalui surat
elektronik apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari
Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal Pelaku Usaha sampai dengan peringatan
ketiga tidak melakukan perbaikan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) atau tidak menanggapi surat
peringatan maka dalam waktu 20 (dua puluh) Hari
terhitung sejak dikirim surat elektronik ketiga, Pelaku
Usaha dapat dikenakan sanksi pembekuan NIB sampai
dengan pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pengendalian pelaksanaan dalam bentuk pemantauan,

pembinaan, dan pengawasan Perizinan Berusaha untuk

realisasi investasi diatur dalam Peraturan Badan mengenai

pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman

modal.

(1)

BAB XI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM OSS

Pasal 59
Dalam melakukan pengembangan sistem OSS, BKPM
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian, Pemerintah Daerah  provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK,

dan badan pengusahaan KPBPB.
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Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan

pengusahaan KPBPB menggunakan sistem OSS untuk
pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangannya masing-masing.

Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mengikuti standar integrasi sistem OSS.

Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) mencakup paling sedikit:

a. standar otentikasi dan pengaturan Hak Akses dari
dan ke sistem OSS;

b. standar elemen data perizinan antar sistem
Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;

c. standar model integrasi antar sistem Perizinan
Berusaha dengan sistem OSS;

d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital
antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem
OSS; dan

e. standar perjanjian tingkat layanan (service level
agreement) antar sistem Perizinan Berusaha dengan
sistem OSS.

Dalam melakukan pengembangan sistem, BKPM bekerja

sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan,

dan pengembangan sistem OSS.

BAB XII
PEMBAYARAN BIAYA

Pasal 60
Biaya Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. penerimaan negara bukan pajak;
b. bea masuk dan/atau bea keluar;
c. cukai; dan/atau
d. pajak daerah atau retribusi daerah.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan

oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan
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Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional berlaku
efektif setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban
pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang
telah diberikan dinyatakan batal.

Mekanisme pembatalan Perizinan Berusaha diatur dalam
Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara

pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan Data Pelaku Usaha

Pasal 61

Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data dalam
Sistem OSS.
Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit meliputi:
a. perubahan legalitas;
b. perubahan NIB;
c. perubahan Izin Usaha; dan
d. perubahan Izin Komersial atau Operasional.
Pelaku Usaha yang melakukan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus
melakukan pemutakhiran data pada Sistem OSS, paling
sedikit meliputi:
a. profil;
b. modal dasar;
c. modal disetor dan modal ditempatkan dan/atau

perubahan pemegang saham;

d. pengurus atau penanggung jawab perusahaan; dan
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e. maksud dan tujuan.

Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui

Sistem OSS, paling sedikit meliputi:

a. perubahan data klasifikasi baku lapangan usaha
Indonesia;

b. aktivitas kepabeanan;

c. data pendaftaran badan penyelenggara jaminan
sosial; dan

d. data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui

Sistem OSS, paling sedikit meliputi:

a. data proyek;

b. data lokasi; dan

c. data perizinan terkait Prasarana.

Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui

Sistem OSS, yaitu perubahan pemilihan Izin Komersial

atau Operasional.

(7)Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada

(8)

(1)

(2)

ayat (2) menyebabkan diperlukannya Izin Usaha, Izin
Komersial atau Operasional, dan/atau Komitmen baru,
diproses melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Bagian Kedua

Penggabungan Usaha

Pasal 62
Pelaku Usaha dapat melakukan Penggabungan usaha
atas Perizinan Berusaha yang dimiliki.
Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan sesuai dengan Akta Penggabungan

usaha yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri
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yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi melalui sistem administrasi badan
hukum.

Sistem OSS menerima data Akta Penggabungan usaha
dari sistem administrasi badan hukum untuk
Penggabungan usaha.

Atas dasar data Akta Penggabungan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), sistem OSS menerbitkan Izin
Usaha untuk Penggabungan usaha.

Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha dan/atau Izin
Komersial atau Operasional dan ketentuan bidang usaha
tetap harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha penerima
penggabungan (surviving) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Format Izin Usaha untuk Penggabungan Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 63
BKPM, kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian, dan Pemerintah Daerah memberikan
fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha,
termasuk bagi Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan Perizinan Berusaha; dan
b. bantuan untuk mengakses sistem OSS untuk
mendapatkan Perizinan Berusaha.
Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat
menghubungi layanan bantuan (helpdesk/call center)

atau melalui saluran telepon dan layanan surel (email)
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yang telah disediakan oleh BKPM, kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian, dan Pemerintah Daerah.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dikenakan biaya.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha oleh

Pemerintah Daerah

Pasal 64

Dalam rangka persetujuan pemenuhan Komitmen Perizinan

Berusaha, instansi teknis daerah dan/atau DPMPTSP provinsi

dan

kabupaten/kota memfasilitasi proses pemenuhan

Komitmen sesuai norma, standar, prosedur dan Kkriteria

masing-masing sektor pembina.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima

Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 65

Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam
peraturan perundang-undangan.

Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan
jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur masing-masing
izin.

Atas berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha dan
diperlukan perpanjangan dapat diajukan melalui sistem
OSS dengan didasarkan pada perizinan-perizinan yang

dimiliki sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
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Bagian Keenam

Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 66
Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan
Berusaha wajib menyampaikan LKPM.
Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana pada  ayat
(1) diatur dalam Peraturan Badan mengenai pedoman
dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman

modal.

Bagian Ketujuh

Kondisi Kahar

Pasal 67

Dalam hal sistem OSS tidak dapat berfungsi karena
keadaan kahar (force majeur), tindakan administratif
untuk Pelayanan Penanaman Modal dapat dilakukan
secara manual.

Keadaan kahar ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan
informasi tindakan administratif yang diproses dalam
keadaan darurat, Pelaku Usaha memasukan data

perusahaan ke dalam sistem OSS.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan
dalam izin prinsip, pendaftaran Penanaman Modal,
pendaftaran investasi, izin investasi, Izin Usaha, atau Izin
Komersial atau Operasional dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan

ini.
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Nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha
PMA yang telah memperoleh izin Penanaman Modal yang
masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sepanjang tidak
terdapat perubahan kegiatan usaha.

Pelaku Usaha yang belum memiliki NIB namun memiliki
tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan
Hak Akses kepabeanan yang masih berlaku maupun
telah habis masa berlakunya atau terdapat perubahan
data, wajib melakukan pendaftaran NIB.

Dalam hal sistem OSS belum dapat menyediakan fasilitas
penggambaran peta/sketsa yang menunjukan letak, luas,
dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha dengan
batas letak lokasi lebih dari 1 (satu) koordinat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) maka
Pelaku Usaha mengunggah peta/sketsa digital lokasi
yang dimohon dan sistem OSS menyediakan informasi
letak lokasi dalam 1 (satu) titik koordinat.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha
dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum
Peraturan Badan ini mulai berlaku dan memerlukan Izin
Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang
baru untuk Pengembangan Usaha, dilakukan melalui
sistem OSS dengan melengkapi data sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha
dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik, wajib memperoleh NIB dan

mendaftarkan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN |

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMANPELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

A FORMAT NIB NON PERSEORANGAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tshun 2018 tentang Pelayanan
Ferizinan Berusaha Termtegrast Secara Elcktronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada

Nama Perusahaan

Alamat KantorKorespondensi
NPWP

Nomaor Telepon

Noamor Fax

Email
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran ( Bila lebih dan | KBLI)

Status Penanaman Modal R e

Jenzs APl Vivciissiasissinni ( API-PVAPL-T)

Status APL D (ARUL Y Dibekukan / Dicabat)
Akses Kepabeansn Do (Ekspor/Tmpor /Ekspor dan Impor)

1. NIB merupakan wdentitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama
mengalankan kegiatan wsaha sesuni ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaflaran Penanaman MoedalBerusaha vang sekaligus merupakan pergesahan
Tands Daflar Perusshaan, Angks Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhzn
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

3 Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluas: dan/olau perubahan atas izm usaba (1zin
komersial'operasional} sesuai ketentuan perundang-undangan.

4 Lembaga OSS berwenang memperbaik: status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha

(perseorangan atau non-perseorangan), Ke-efektifan AP sesuai dengan standar yang ditetapkan

Kementerian Perdagangan

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuar dengan perkembangan kegiatan berusaha,

6 Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan iny, maka aken dilakukan

w

perbatkan schagamana mestinya.
Diterbitkan tanggal Veetieem e sie i e Oleh s BRPM E. E
Perubahan ke- . _.......... 5
Tanggal vio e e e (terisi bila melakukan perubahan) !

Dokwmen bt dikrlnarkan dari Sisem OSS atas dasar data dowd pelakw wsaha. Kebenaran dan keabsthan ates data yang ditegilian
dhaleam dhokammen ini dan dowa g tersimpean dalom Sirem OS5 mejoad tamgeang fawab peloky wiha spensona

www.peraturan.go.id



2020, No.308

-63-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

(13 digit angka)
No. Kode KBLI Nama KBLI
1 5 Digit
7 5 Digit

Dengan ketentuan batrwa NIB tersebut hanya berdaku untuk Marma KBLT dan Kode KBLI yang tercantum
dalarmn larmpiran itd.
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B. FORMAT NIB PERSEORANGAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada

Nama Pemilik B tan eyttt

Nama Usaha : Lihat Lampiran ( Bila lebih dari 1 Nama Usaha)
NPWP Lihat Lampiran ( Bifa lebih dari NPWP Usiha)
Alamat SR

Nomor Telepon
Namor Fax
Email
Kode dan Nama KBLI  : Lihat Lampiran ( Bila lebth dan 1 KBLI)
Status Penanaman Modal ...

Akses Kepabeanan i (EKSporTmpor /Ekspor dan Impor)

1. NIB merupskan identitas Pelaku Usaha dalam rangks pelaksansan kegiatan berusaha dan berlaku selama
mengalankan kegistan usaha sesuai ketentuan peraturan perundsng-undangan.

[

NIB adakh bukti Pendaflaran Penanaman Modal Berusaha vang sekaligus merupakan pengesahan Tanda
Daftar Perusahaan, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajpban Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKFP).

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi danatau perubshan atas win uwssha (man
komersial/operasional) sesual ketentuan perundang -undangan.

4 Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas APT-U atau API-P sesual karaktensti pelaku usaha
(perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan APT sesuail dengan standar vang dietapkan
Kementerian Perdagangan

5 Seluruh data vang tercantum dalam NIB dapat berubsh sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

6 Apabila di kemudian hart temvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestmya.
Diterbitkan tanggal e e o Obth - BKPM
Perubahan ke- ... ... .. Tenggal . ... ... ... (leris: bilsa melakukan perubahan)

gﬂw warkan dart Sistem OSS avar dasar date davi pelakn wsaha. Kebenaran dan heabsahan atas data yanyg ditampiikan
el dhoksven Ind dan deatey vangg Lo simpan dalawe Sirew OS5 menlad sanggung fawab peloks waka sepenalona

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (N IB)

(13 digit angka)
1. Daftar KBELI
No. Kode KELI Nama KELI
1 5 Digit
2 5 Digit

Dengan ketentuan batrwa NIB tersebut hanya berdaku untuk Marma KBLT dan Kode KBLI yang tercantum
dalarmn larmpiran itd.

2. Daftar Nama Usaha

No. Nama Usaha NPFWP

1

2
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Lampimn dalam QR Code

v, :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIFAN NIB
DATAKANTOR CABANG)

Matra PerusahaanPermilik
Motnor Induk Berusata

Mo Kepala Kantor Cabang | Alamat Kantor Cabang

Kel Kec Kah/Eota Prov

MPWP cabang: ...............atas;amausaha o

Kel Kec Kah/Eota Prov

NMPWPcabang: ... ... ...atasnatreusaha o

Kel Kec KahKota. Prov

MPWP cabang : ...............atas;amausaha o

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
EEFUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

A, FORMAT IZIN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF NON PERSEORANGAN
(pejabat berwenang hanya 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
{diisi nama izin usaha Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelavanan Perizinan Berusaha Tenntegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan
Lembaga, Gubemur, BupatiWalikota, Lembaga OSS menerbitkan [zin Usaha ........_.. (nomenklatur 1zin
Usaha discsuaikan dengan ketentuan scktor usaha) kepada:

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha Y e T e S S
Alamat Kantor/Korespondenst @ ..o
Kode KBLI . S
Nama KBLI A e o S g 8 S50 5
Lokas Usaha v s oo Homa spsrmE oo

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku cfektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekelinian dalam Kcputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya,

Tanggal Terbit Izin Usaha : ....................... Oleh ; (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- ............... Tanggal : ,.................... {terisi bila melakukan perubahan)

Ty
o

Doloomen; vy daterbiteon melaiw Sotem OSF atoe dmar dodo dae1 peicku uxxha, Keberaron dan mabsohar oo dxta yoig aompilkeon
dalam dokvawar i da Axa yang ters bapevy dolaw Sistam CRF mavjods tergpung foweb pelaku weaks spersduia.

www.peraturan.go.id
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B. FORMAT IZIN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF PERSEORANGAN (pefabat
berwenang hanya 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisl nama lzin usaha Sesual Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat {2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Tenntegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan
Lembaga, Gubemur, BupatiWalikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha ............ {nomenkiatur 1zin
Usaha disesuaikan dengan ketentuan scktor usaha) kepada:

Nama Pemilik R LA NV N RN o)

Nama Usaha AR BT AR

Nomor Induk Beruszha S T

Alamat

Kode KBLI

Nama KBLI E St Nrne e naskean ared

Lokasi Usaha RS RS

1zin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha
danv/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan scbagaimana mestimya.
Tanggal Terbit IzinUsaha ... Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubshan ke- ............. Tanggal @ .....................(tesisi bila melakukan perubahan)

oy
o

Dol i dgrbitkon welaiul Sotem OFF otz dasar deoso dary pelal uzoies, Eaberaron dan beabswdon o data yong deavpnl b
dalam dolumen it dan dota yarg tersispan dalam Sistem CO5F maryady tang sung jawab pelabc uwwakha sspemdya.

www.peraturan.go.id
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C. FORMAT IZIN UZAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF NON PERSEORANGAN
{pejabat berwenang lebih dari 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

B erda sarkan ketentian Pasal 19 ayat (2% dan Pasal 32 Peratumn Pemerintah Mormor 24 tabun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berisaha Terintegmsi Secara Eleldrondls, untuk dan atas nama Menter, Pimpinan
Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga O35 menerbitkan zin Tsaha . (homenklatur [zin
UUsaha dizsesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Matra Perusabaan

Motnor Induk Berusata
Alarmnat Kantor orespondens
Kode KBLI

Matra KBLI

Izin Uzaha ind telah memenubi komitmen dan berladm efeldif selama Pelaln Usaha menjalankan usaha
darfatan kegiatannya sesual ketentuan Peraturan Perundan g-Undangan.

Apabila d kermidian han ternvata terdapat kekeliman dalam Kepumisan ind, melsm akan dilabolsn
perbaikan sebagaitnana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertaree ¢ ...
Perubahan ke- ... ..., Tanggal D e (terid bila melaloilEn perubahan

il

Dialsmwn g diterbitlan mwlaln fiven G88 atar darey daa dod pelabu waha Eebenaryan danbeabeahm aku data yang dvamgalban
ddan dafaonen ind dan daa yang Weringan dalzm Seem O3 megad smngnme jawab pelaku w aha reperaddepa
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D. FORMAT IZIN USAHA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF PERSEORANCAN
(pejabat berwenang hanya 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisl nama lzin usaha Sesual Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemenntah Nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Tenntegrasi Secara Elekironik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan
Lembaga, Gubemur, BupatiWalikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha ............ {nomenkiatur 1zin
Usaha disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Pemilik P wcia ks naal
Nama Usaha L A,
Nomor Induk Berusaha e peda s G
Alamat
Kode KBLI
Nama KBLI bt e Ko atem N o
Lokasi Usaha 8 S N O S Lt

1zin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha
danv/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan scbagaimana mestimya.
Tanggeal Terbit Izin Usaha S zmesassanassuinssyas Oleh : (sesuai kewenangan)
Perubahan ke- ............... Tangeal : ..................... (terisi bila melakukan perubahan)

Ty
o

Daoleamen: it drsrbitkan mela Somm OFF ot dasar dovo davi pelab yeoka, Kabsraron dan bsabsohok atoe data yang diampilkon
dialaw dokuman it don dotx yeorg sarz impan dolam Sistem O8F meryads tangsung jowab pelat icais speradnya.

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH REPUELIK INDONESTA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI

2020, No.308

KCMITMEN/EFEKTIF
MNama Perusahaan/Femilik
Momor Induk B erusaha
Mo Pejabat B erwenang Kegiatan usaha Lokas Usaha
1 Iienteri ... 5 Digit Jalan ...
Uraian kegiatan Kel Kec Kab/Hota. Prov
Momor Proyek
Mama Usahia oo
MEELEANIZAN 1 L
2 Gubemur ... 5 Digit Jalan ...
Uraian kegiatan Kel Kec Kab/Hota. Prov
Momor Proyek
Mama Usahia oo
MEELErAnIZAN .
3 Bupati ... 5 Digit Jalan ...
Uraian kegiatan Kel. Kec Kab/Hota. Prov
Momor Proyek
Mama Tsha .o
FELBLEMAmgant | ... e

*contoh : Izin Jsaha ini merupakan perpanjangan dari Izin Usaha Momor ... . Tanggal ... ..
Tanggal Terbit Izin Usaha F‘rl:lyek Pertama .
Ferubahan ke- |

=]
K
=]

[=]
ch ]

(ten~31 bila melakulean perubahan;

Do lurem ve divarlnithan pelalis Sistem O8NS @tas dw o doa dod pelali usaha Eabenaran dan kealbs dhan ava data yang drarpillan
dalam do laeren 7 dan dea yang tersingan dalam Sistem O5§ renjad rampermg jawab palait waha seperinpa
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIR AN [ZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Matra PerusahaanPermilik
Motmor Indul Berusaka

Mo Pejabat B erwerang Kegiatan usaha Lolasi Usaha

1 Idented ... 5Digit Jalati ...
Uraian kegiatan Kel Kec. Kabf{ota. Prov
Motoor Provek

Mama Usaha ©

2 Gubernur ... 5 Digit Jalan ...
Uraian kegiatan Kel Kec. KabHota. Prov
Motoor Provek

Mama Usaha ©

3 Bupati ... 5 Digit Jalan ...
Uraian kegiatan Kel Kec. KabHota. Prov
Motoor Provek

Matma Usahia ..o

contoh ; Izin Usaha ini menpalan perpanjangan dar Izin Usaba Momor . Tanggal .
Tanggal Terbit zin Usaha Provek Pertare ¢ o
Perubahan ke- .. ... ... ... Tanggal D (teris bila melakulkan perubatant

el
o

Dialsmwn g diterbitlan mwlahn fiven G88 atar dare daa dod pelaky waha Eebenaran danbeabeahm aku data yang disogalban
dalare dalaoren ind dan date yang Yeveivpan dalemm e O88 meniadd sngeme jawak pelaby w ahe reparaciopa



Lampimn dalam QR Code
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIR AN

LOKASIUSAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usla atas narna. . .. ... (tama perusahaan) dengan NIB

cooeee e yang telah diterbitkan

tnelalui sistern OS5 dengan fincian sebagai berkoat:

1. aLokasi Provek
1%, Prowinsi
. Kabupatens Kota
3. Kecarratan
4% Kelurahan
5. Alamat Uszaha
h. KodelNama KB LI
c. Kapasitas Produks

d. Jurtlah tenaga kerja Indonesia  © Laki-akin. omng  Perempuan: ... Omng

& NPWP
f Vtatus [zin Usata
a. Tanggal Persetujuan

2. a Lokasi Proyek
1%, Provinsi
2. Kabupatens Kota
3. Kecarmatan
4. Kelurahan
5. Alamat Uzaha
b KodeMNarna KB LI
c. Kapasitas Produks

d. Julah tenag kerja Indoneia ¢ Laki-lakio. omng  Perempuan ... arang

& NPWP
f. Status [zin Usaha
a. Tanggal Persetujuan

J emspm duk‘ai lléépasitas produlsi, Satuan

v Alasnama L

- Telah memenvhi komitmen dan berlakn efedif

J E:t]l‘;pl‘ﬂ dukm .I.C.s;pasitas produksi, Satuan

v Alasnama L

- Telah memenuhi komitmen dan berlaku feitif
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LOKASIUSAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama

........... (nama perusahaan) dengan NIB

oo yang telah diterbitkan

melah sigtem O35 denganrincian sebagal bertkot:

1. alokas Proyek
17. Provans
1. Kabupatenf Fota
7). Kecamatan
4). Eelurahan
5. Alamat Usaha
b. KodeMama KBELI
c. Kapasitas Produlksi

d Jumlah tenaga ketja [ndonesia - Laki-laki= . orang  Ferempuan: .. Orang

e. HFWTF
f. Status Izin Ussha
g Tanggal pengajuan

1. alokas Proyek
17. Provins
). Katupaten Fota
1), Eecamatan
4). Kelarahan
5. Alamat Usaha
b. KodeMama KBLI
c. Kapasitas Produks

d. Fumlch tenags kerja Indonesia.

. HFWF
£ BtatusIzin Usaha
g Tanggal pengajuan

2
L

 Lakilaki:.

Jenis produlsl, Kapasitas produks, Satuan

cevecoatasnama .

:Belum memenubd komitmen

Jenis produlcst, Fapastas produka, Satian

cotat Perempuan: . Orang
ce.coatasnama.

:Belum memenubd komitmen

Thinpnen i diterbitcan melalui Sistem O88 atas dasar data davi pelakwsaha Kebenavan dan keabsahan aras data yang
ditangiikan dalam dokenen v dan data pang tersimpan dalam Sistem Q88 nenjad tanggung jawab pelaky waha

sepenuhnpa

FEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIE INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALLA
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LAMPIRAN 111

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

A FORMAT [ZIN USAHA YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF NON PERSEORANGAN
(pejabat berwenang hanya 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 201§ tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras: Secara Elektronik, untuk dan atas nama  (sesuai kewenangan),
Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (nomenklatur [zin Usaha disesuaikan dengan Ketentuan
sektor usaha) kepada:

Nama Perusahaan XA

Nomor Induk Berusaha PR SO TN
Alamat Kantor/Korespondensi

Kode KBLI

Nama KBLI

Lokast Usaha

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesua peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha vang telah mendapatkan [zin Usaha int dapat melakukan Xegistan sebagaimana
tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses 1zan komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan
perundang-undangan sehelum melakukan kegiatan komersial‘operasional.

4,  Apabila di kemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputmsan i, maka akan dilakukan
perbaikan schagaimana mestinya

Tanggal Terbit [zin Usaha essani
Perubahan ke- e Tanggal ‘ (terisi bila melakukan perubahan)

Doy
o

Dokumeen it diterbirkan welalw Sistem OSY ovar dasor dota doet pelaky asame. Kebenaran dan keabsehan atas data vang ditamgyil kan
dalaw dokswaere Int dan dasg yarg tersimpan dalame Siaem OSS menjodf tanggung pavah peloks wsahae sepenniroe

www.peraturan.go.id
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B, FORMAT [ZIN USAHA YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF PERSEORANGAN
(pejabat berwenang hanya 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

[ZIN USAHA
(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 avat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Tenintegrast Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan ),
Lembaga OSS menerbitkan Tzin Usaha . (nomenkiatur Tzin Usaha disesuaikan dengan ketentuan
sektor usaha) kepada

Nama Pembik

Nama Usaha

Nomor Induk Berusaha
Alamat Kantor/Koeresporxlens)
Kode KELI

Nama KELI

Lokast Usaha

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesua peraturan perundang-undangan
2, Pelaku usaha vang telah mendapatkan Izin Usaha int dapat melakukan kegiatan sebagaimana

tercantum pada Pasal 38 avat (1) dengan tetap memperhatikan Ketentuan pada Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Pemerimtah Nomor 24 Tahun 2018

3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses 1zin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan
perundang-undangan sebelum melakukan kegratan Xomersial/operasional.

4, Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan mi, maka akan dilakukan
perbatkan scbagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha v %
Perubahanke- ........._.... Tangegal : .._........... ... (terist bila melakukan perubahan)

g
o

Dotwmen ini diterbitkan melalw Sistene OSS abar darar datar dari pelohy waka Kebenavan dan keabsahan atas data yang ditawpalkan
dalaw dokamen b dan dasa yang torsimpan dalam Sstem OSS menfodi tanggung jawab peloke ssaha sepenwima

www.peraturan.go.id
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C FORMAT 1ZIN USAHA YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF NON PERSEORANGAN
(pejabat berwenang lebih dari 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisi nama sesuai nomenklatur 1zin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 avat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras: Secara Elektronik, untuk dan atas nama (scsuat kewenangan),

Lembaga OSS menerbitkan lzn Usaha .. .. ... .. (nomenklatur [zin Usaha disesuaikan dengan ketentuan
sektor usaha) kepada

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Alamat Kantor/Korespondens: | ...

Kode KBLI : Lihat Lampiran

Nama KBLI ; Lihat Lampiran

Lokasi Usaha ' Lihat Lampiran

1, Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesua peraturan perendang-undangan

2. Pelaku uszha yang telah mendapatkan Izin Usaha i dapat melakukan kegiatan scbagammana
tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

3. Pelaku Usaha selanjuinya memproses 1zin komersial/‘operasional jika dipersvaratkan sesuai peraturan
perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial‘operasional

4,  Apabila di kemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan mi, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama
Perubahan ke- i Tanggal : : (tensi bila melakukan perubahan)

[=] % [s]
“Ey

Dokmowen ini diterbithan melalw Sistem OS5 adar dasar data dori pelakn waka Kebenaran dan keabrahan asar data vang disamgsl kan
dealam doksmer i dan das vang e simpan dalam Siaem GSS mengall sanggung owab peloke ssaha sepenwhnye

www.peraturan.go.id
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D, FORMAT IZIN USAHA YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF PERSEORANGAN (pejabat
berwenang lebih dari 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 avat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras: Secara Elektronik, untuk dan atas nama (scsuat kewenangan),

Lembaga OSS menerbitkan lzin Usaha .. .. ... .. (nomenklatur [zin Usaha disesuaikan dengan ketentuan
sektor usaha) kepada

Nima Pemilik

Nama Usaha

Nomor Induk Berusaha

Alamat Kantor/Korespondens: @ ... ...

Kode KBLI | Lihat Lampiran

Nama KBLI . Lihat Lampiran

Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1 Pelaku Usaha wajib menyelesatkan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2, Pelaku usaha vang telah mendapatkan lzin Usaha i dapat melakukan kegiatan schagaimana
tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

3 Pelaku Usaha selanjutnya memproses 1zin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai
peraturan perundang -undangan sebelum melakukan kegtatan komersial/operasional

4, Apabila di Kemudian han termyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan i, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama R T T B
Perubahan ke- ............. Tanggal ! eeeciceaeeoeeeeo... (lerist bila melakukan perubahan)

www.peraturan.go.id



-79-

PEMERINT AH RE PUBLIK IND ONESTA

Matra PerusahaanPermilik
Motmor Indul Berusaka

LAMPIFEAN IZIN USAHA

2020, No.308

Mo

Pejabat B erwenang

Kegiatan Usata

Lokad Usaha

Identern ..

5 Diigit
Uraian kegiatan
Moror Proyek

Jalan ..
Kel Kec Kah/ota. Prov

Gubernur ...

5 Digit
Uraian kegiatan
Momor Proyek

Jalan ...
Kel Kec Kab/Kota. Prov

Bupati ...

5 Diigit
Uraian kegiatan
Moror Proyek

Jalan ..
Kel Kec Kah/ota. Prov

*contoh © [zin Usaha ind menipakan perpanjangan dar zin Usaha Nomor . Tanggal

Tanggal Terbit [zin Usaha Proyek Pertama
Perubahan ke- ... ..., Tanggal

.. (terisi bila melakulzn perbahan)
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Lampimn dalam QR Code

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIR AN
LOKASIUSAHABIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas natra ... ... .. [rema perusaheanperilik dengan NIB ... .. yang telah
diterbitkan tmelalu sistem 053 dengan rincian sebagai berikt:

1. a. Lokas Provek
1%, Prowinsi
2y, Kabupatens Kota
3. Kecarratan
4% Kelurahan
5. Alamat Uzaha
h. KodelNama KB LI
c. Kapasitas Produks - Jenis produlest, Kapasitas produksi, Satuan
d. Jurrlah tenaga kerja Indonesia . Laki-lald:... .omng  Peremnpuan: ... Omng
e, MNPWP P <1 = 1 4= 111 = APPSR
f. Btatus Izin Usata : Brelum memenvhi kormitmen
2. Tanggal Pengajuan :

2. a Lokasi Proyek
1%. Provinsi
2. Kabupatens Kota
3. Kecarmatan

4. Kelurahan
5. Alamat Uzaha
h. KodeMNama KBLI
c. Kapasitas Produks - Jenis produlest, Kapasitas produksi, Satuan
d. Jurrlah tenag kerja Indonesia o Laki-laki:... .omng  Perempuan: ... omng
e, MNPWP AR IAMA
f Status Izin Usata - B elumn memenuht kormitmen

g Tanggal Pengajuan

g
o

Dalsaren &8 diterbiten pelaha fistem O8F @b desar dava dari pelabu waha Eebenoan dan beabsahm atas data pang divangillian
dedam dafuoremn ind dan data yang leriinpan dalzm Sisthem O3 menjad ngesme jawab pelaku w aha reperidepa

KEPALA BADAN KOOEDINASI PENANAMAN MODAL
EEFUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB DAN IZIN USAHA UNTUK USAHA MIKRO. KECIL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perawran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada

Nama Pemilik Usaha

Nomor KTP

NPWP Permlik Usaha S T et T e

Nama Usaha : Lihat Lampiean (Bila Jebih dari 1 Nama Usaha)
NPWP Usaha Lihat Lampiran (Bila kebih dari 1 NPWP Usaha}
Alamat N o (ol loy ab Lrens

Kode dan Nama KBLI . Lihat Lampiran { Bila lebth dan | KBLID)
Akses Kepabeanan i

ceaereerrese (ESpOT)
Kekayaan Bersih e A
1. NIB merupakan wentitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan keguatan berusaha dan berlaku
selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perunding -undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan
Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan
Lembaga OS5 berwenang untuk melakukan evaluasi dan’atau perubshan atas izin usaha (izin
komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan,
4 Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan
berusiha
5. Apabila di kemudian hart ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan i, maka akan dilakukan
perbaikan sehagaimana mestinya,

s

Diterbitkan tanggal ViesiininmensiveOleh s BKPM
Perubahanke- ............ Tanggal : .. .. ... ... (terist bila melakukan perubahan)

Dyodumen i dikarlwarkan dart Sintews GSS asas dave date davi pelaku asaha. Kebenavan dan keabsahan asas data yang disomgpiifan dolam
dokumen irné dan date yang tersimpan dalam Sissem OSS menyadi tanggang jawab pelaks usaha sepensiva

www.peraturan.go.id
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LA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONE SIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (N IB)

(13 digit angka)
2. Daftar KBELI
No. Kode KELI Nama KELI
1 5 Digit
2 5 Digit

Dengan ketentuan batrwa NIB tersebut hanya berdaku untuk Marma KBLT dan Kode KBLI yang tercantum
dalarmn larmpiran itd.

3. Daftar Nama Usaha

No. Nama Usaha NPFWP

1

2

Dengan ketentuan bahwwa NIB tersebut hanya berlatm untuk Mama KB LI dan Kode KB LI yang tercantum
dalarm larmpiran ind
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FORMAT [EIN UBAHA MIKRO EECIL OTOMATIS EFEKT IF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
{Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 20018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegmsi Secam Elektronile, untuk dan atas nama (sesual kewenangan), Lerbag
055 menerbitkan [zin Uszaba berupa Izin Usaha Milao Kecil (IUMK) kepada:

Matra Permilik Usaha e s

Motmor Indult Berusaka & v

Alamat Permilik Usaha ¢ s

Marra Usaha - Lihat Lampiran (Bila lebih dar 1 Matna Usaha)
Kode EBLI - Lihat Lampiran (Bila lebih dari 1 Kode KBLT
Matra KBLI . Lihat Larnpiran (Bila lebih dari | Mama KBLT
Alarnat Usaha . Lihat Latnpiran (Bila lebih dari 1 Alarnat U saha)

UM berlakn untuk melakulan kegiatan usaha baik produlksi mavpun penjualan bamngfjasa dan berlatm
sebagai 1zin lokas usala sesual ketertuan penndangan.

Izin Usaha Mikeo Kecil { UMK} bedalar efeldtif sejak tanggal dikeluarkean

Apabilla d kermdian tan ternvata terdapat kekeliman dalam Kepumisan ind, meka akan dilaboden
perbaikan sehagaimana mestinya.

Diiterhitlan tanggal D e Dleh : (zesual kewrenangar
Perubahan ke- ... Tanggal ... ... .. (teris bil; melakokan perotabant

- ek
Dolaomen i diterbition melaha Sisem GIF atas dasar dete dard pelala usaha, Kebengran den Rabsehan alas data

yang ditempiltan delam dolumen ini dan deia yang lersimpan dalam Sistem Q55 mewadi tanggung Jawab pelak usaha
sepemimya.
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IZIN USAHA MIKRC KECIL

MNama Pemilik Usathia
Momor Induk B erusaha
Mo Peabat B erwenang K egiatan uszaha Alamat Usaha
1 Identeri ... 5 Digit Jalan ...
Uraian kegiatan Kel Kec Kab/Hota. Prov
MNomor Proyek
Mama Tsha .o
FELBLEMAmgan © .. e
2 Gubemur ... 5 Digit Jalan ...
Uraian kegiatan Kel Kec Kab/Hota. Prov
Momor Proyek
Mama Usahia oo
MEELEANIZAN 1 L
3 Bupati ... 5 Digit Jalan ...
Urian Kegiatan Kel. Kec KahEota Prov
Mamer Proyek
Mama Usahia oo
FELBLETAfIgAN | . e

*contoh : Izin Usaha ind merupakan perpanjangan dari Izin Usaha Momor .. .. Tanggal ...
Diterbitlan mnggal .. Olehr: (qequai kewmangan}
Perbahan lee- Tanggal R .. {terisi bila melatulean pembahany

@-'ﬂ
Eie

Lia lurrem ve diravbnthan nulahs Sistem G588 @ dasar dota doi pelafa usaha  Esbena mn dan kaabs duan aa data yang dranpriban
dalam do lasran 35 dan data yang tevsinpan dalam Jistem O3S megadi tanggine jawab palaas w ahn sepermiiapa.
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Sl A
PEMERINTAH REPUBLIK INDONE SIA

LAMPIF AN

2020, No.308

Izin Usata Mikro Kecil atas nama. .. ... .. (nama pelatn usahal dengan MIB ... ... ... ¥ang telah
diterbitkan tmelalu sistem 053 dengan rincian sebagai berikt:

1.

2.

a. Alamat Uszaha
1%, Provinsi
2y, Kabupaten/ Kota
3% Kecamatan
4. Kelumhan
5%, Alamat Usaha
b Kode/Marma KBLI
c. Jumlah tenags kerja Indonesia
d. NFWF usaha
£, Barna usaha vang digunakan
f Status ternpat usaha
2. Modal usaha

ceeecEtRETAITIA

a. Alamat Uszaha
1%, Provinsi
2y, Kabupaten/ Kota
3. Kecamatan
4. Kelumhan
5% Alarnat esaha
h. Kode/Marma KBLI
. Jumlah tena g kerja ndonesia
d. NFWP usaha
£, Barna usaha vang digunakan
f Status tempat usaha
2. Modal usaha

ecAtasAITA L

h. Perkiraan hazil penjulanpertabon:

g
o

Dolzomen i diterbitian melaha Sistem G5 @as dase data dard pelakn: useha, Kebenaran dan keabschan aias data yang
ditewmpilian delowm doloomen i dan date yeng fersimpan dalam Sistem ON5 menjed! fangeung jowab pelake wsaha
sepeminya.

KEPALA BADAN KOOEDINASI PENANAMAN MODAL
EEFUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALILA
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LAMFIRAN V

PEREATUEAN BADAN KOORDINAST PEMANAMAN
MODAL EEFUBLIK INDONESIA

NOMOE 1 TAHUN 2020

TENTANG

FPEDOMAN PELAKSAMNAAN PELAYANAN
FERIZINAN BERUSAHA TERINTEGREASI SECARA
ELEKTRONIK

A FORMAT IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL YANG BELUM BERLAKU EFEKT IF

o
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

B erdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerirdah Momor 24 Tahon 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Benzaha Terintegrasi Secarm Elektronik, untuk dan atas nama (sesuad kewenangany, Lembaga O35
menerbitkan Izin Komersial/Operagional berupa ... ... ... (nomenddatur EZin Komersial/Opemsional
dizesuaikan dengan ketentuan seldor vsaha)vang belum mermenmibd kormitmen kepada

Matra Usaha

Motnor Induk Berusata
Alarnat Perusabaan
Lokas Usaha

a. Alarmat

b Desa/Eehirahan

¢ Kecatratan . .
d. Kabupaten/Kota LR
e Provinsi e

Komitmen Izin Komersal/Opemasional vang hanis diperoleh oleh pelaku usata adalah
1. (nomenklatir Izin Komersial/Operasional disesusikan dengan ketentian sektor usahad

Pelatu Usaha dapat melakukan kegatan komersial atau opemsiomal setelah pelakbu usaha menyel esaikan
kornitimen sebagaimara dimaksud sesual permturan perundang-undangan.

Apabilla di kermdian han ternvata terdapat kekeliman dalam Kepumisan ind, meka akan dilaboden

perbaikan sebagaitnana mestinya.
Diterbitlean tanggal
Perubahan ke- ... Tanggal ... ... .. (teris bil; melakokan perotabant

il
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Dolzomen i diterbitian melaha Sstem G5F @as dase data dari pelale usaha, Kebenaran dan keabschan aias dete pang
ditampilimn delem doloomen 1 dan data yeng fersimpan delem Sistem O8N5 mewjedi fangeung jawab pelalu wsqha
sepeminya.

B. FORMAT [EIN KOMERSIAL/OPERAZIOMAL YANG BELUNM BERELAKU EFEETEF STPW dan
FENDAFTARAN PEDAGANG BERIAMNGE A

it

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA
[ZINKOMERSIAL/OPERASIONAL

B erda sarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemernintab Momor 24 Tatun 2018 tentang Pelayanan Perzinan
Bemsaha Terintegrasi Secam Eleldronls, wntuk dan atas nama (sesual kewenangan), Lembaga 0353
menerbitkan Izin KomersialiOperasional berupa ... ...... (nomenidatur Ein Komersial/Opemsioml
disesuaikan dengan ketentuan seltor usaha) yang belurn memenubi Komitmen kepada

Mara

Alarnat

Megam Asal
Mormor Telepon
Email

Komitmen Izin Komersial/Opemasional vang hanis diperoleh oleh pelaku usaha adalah
. {nomentdatur Izin KomersiallOpemsional disesuaikan dengan ketentuan selttor usaha)

Pelaky Uzaha dapat melakukan kegatan komersial atau operasiors] setelah pelal usaha tnenyelesailan
komitmen sebagaimara dimaksud sesual peraturan perundang-undangan.

Apabilla d kermdian tan ternvata terdapat kekeliman dalam Kepumisan ind, meka akan dilaboden
perbaikan sehagaimana mestinya.

Diterbitlean tanggal S Dleh  (sesusd kewenangan
Perubahan ke- .. ... ... ... Tanggal S e (terist bila melakukan perubahan

il

Drolzamen i diterbithan melaha Sistem G858 @as desa data dari pelala useha, EKebenaran dan keabsehan aias date pang
ditewmpilian delem dolomen i dan data ypenmg fersimpan delom Sistem G55 mewed] favgeung Jowedh pelafu wsaha
sepembnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
EEFUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA



2020, No.308 8.

LAMPIRAN VI

PEREATUEAN BADAN KOORDINAST PEMANAMAN
MODAL EEFUBLIK INDONESIA

NOMOE 1 TAHUN 2020

TENTANG

FPEDOMAN PELAKSAMNAAN PELAYANAN
FERIZINAN BERUSAHA TERINTEGREASI SECARA
ELEKTRONIK

A FORMAT IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH R_EPU'BL]I{ INDONESIA

[ZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(diisi nama sesuai nomenklatur Izin K omersial/Operasional)

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Pemturan Pemenntah MNomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Periziren Bemisaha Tenntegras Secam Elektronk, untuk dan atas mama (sesua kewenangan), Lembaga
035 menerhitkan Izin Komersial/Opemsional  berupa ... (nomenklatur  Izin
Komersial/Opemsioral disesuailan dengan ketentuan seltor usaha}yang tE:lah memenuhi komitmen dan
berlato efeldif kepada
Mama Uszaha
Momor Induk B E:ruc:aha
Alarnat Perusahaan
Lokas Usaha :
a. Alarat D
b, Desafelurahan : ..
. K ecamatan Do
d. Kabupaten®ota ..,
e. Provins
[zin {nomenilatur Iz:m KnmermalfOpaamunal disesuailtan dengan ketentuan seldor usahad ini telah
memenuhi komitmen dan bedakn efeldif berdasardtan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai
kewenangn} terlarmpir sesual  dengan  ketentuan perundang-undangan. Persetyjuan  sebagaimana
diratrsud merupakan bagan yang tidak temisablan dad zin (nomentdatur Izin Kormersial /Opera s onad
disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) ind.

Apabila di kemudian han temyata terdapat kekeliman dalamn Kepotusan ind, maka akan dilatlsan

perbaikan seba gaitrana mestinya.
Diterbitkan tanggal S Dleh (sesus Kewenan gany
Pemsbahanke- ............... Tanggal : ..................... (lerisi bila melakuban perubaharn

't ey -
Dolzomen ini dikeluarkan welahd Sstem G55 atas dasar date dert pelaku wsahe. Eebenaran dan keabschan aias date yang

ditampilimn delem doloomen 1 dan data yeng fersimpan delem Sistem O8N5 mewjedi fangeung jawab pelalu wsqha
sepeminya.
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B. FORMAT IZINEKOMEREIAL/OPERASIONAL YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF STPW
dan PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGE A
| ]

PEMERINTAH REPUBLIK INDONE SIA
IZIN KOMERSTIAL/OPERASIONAL

(diisi nama sesual nomenld atur Izin Kormer sial/Op erasional)

Berdasarkan keteruan Pasal 39 Pemturan Pernerintah Momor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Bemsaha Terintegras Secarm Elektronik, untuk dan atas rara (sesual kewenangant, Lembaga
035 menerhitban  Izin Komersial/Opemsional  bempa ..., (nomenklatr zin
Komersial/Operasional disesuaikan dengan ketentian seltor ushayvang telah mermemnld komitooen
kepada:

Matna

Alatrat

MNegara &5al
Momor Telepon
Email

[zin {nomentdatur zin Komersal/Opemsional disesuaikan dengan ketentian seltor usahay ini telah
memenuhi kormitmen dan berlaku efebtif berdasarkan persetujuan vang dissmpaikan oleh (sesual
kewenangany terlampir sesual dengan  ketentuan pemndangundangan. Persetujuan  sebagairana
diralsud menpakan bagian yang tidak tempisabban dan =n (nomentdatur [zin Komersial /Opermsional
disesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) ind.

Apabila di kemudian han temyata terdapat kekeliman dalam Keputusan ind, maka akan dilatakan
perbaikan sebagairmana mestinya.

Driterbitkan tanggal Diiii e Qlehe (sesuad kewrenangan
Perubahanke- ... ............ Tangzal L e (terid bila melakikan perubahar

el
o

Dodaome n ind dikeluarkan melahd Sisem G55 alas dasar date davd pelafu wsaha, Kebenaran dan keabsahan aias data pang

ditempillan delam dolumen i dan dade yang tersimpan dalom Sistem G55 mewadi fangeung jaweb pelak usaha
sepenuinye.

KEPALA BADAN KOOEDINASI PENANAMAN MODAL
EEFUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN VII

PEREATUEAN BADAN KOORDINAST PEMANAMAN
MODAL EEFUBLIK INDONESIA

NOMOE 1 TAHUN 2020

TENTANG

FPEDOMAN PELAKSAMNAAN PELAYANAN
FERIZINAN BERUSAHA TERINTEGREASI SECARA

ELEKTRONIK

FORMAT [ZIN LOKASI TANPA KOMITMEN EFEK TIF OTOMATIS

Len

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

[ZIN LOKASI

baza 055 Berdasarkan keterhian Pasal 19 dan Pasal 32 awat (23 Perataran Pemenntah Hower 24 Tabon 2018 tentave Pelayanan
Perimran Bemsala Tennkgrasi Secars Eklbreril, unbil dan ats ranws nenterd, pivpivan lerbaza, mubenur ata bupabiinali kota

remerhitlan Tein Lokasi kepada:

Hara Usaka
Hotwor bubak Benasaha
Lokasi yarg Dhisetapa

a.

FER e pe o

AanaT
Desa/Eelimatan
Eecarvatan
EabupatenEota
Provinsi

Lizas Laban
Enoordinat gecgzafis calyl pded ;xS b dst
Fangs1 Kavn asan{ FDTEETE W, :

 Berdasarkan Penda Eab/Eots Horor ...

Berdas arleam Pasal 55 ayat (1} Peraturan Pernerintah Hozor 24 Taboan 2018, 1zin lokeasi telab berlalos efelitif secara otonatis.

Eeterdaan:

1.
1.

i
4

[ )

Izn Lokasi dibenkan ik jangkawaktba 5 (hzab tabun terhi tang sajak tare zal peveds itan I=n Lokasi berlaln efeldbf

Pelaloy usala wagh neryaipailan Pet I=in Lokasi wave semanpallkan letak, hias danbeshalk bidarg remcara lokasi kegiatan usale
varg divvohon kepad a Parverivtab Dastah EabupatewE ota dan Eavdor Pertavaban seteripat;

Palalos Usaba dapat nelalnikan kegiatan parolehan tavah sesnal d spzan lokasi yang ditannik dalavs Peta Izmn Lokasi,

. Dalary kal akan nergmarakan atey nenanfaathan tansh ware telabh dperolah s shagainere divakeid pada ayat (23, Felalm Usaba

wajb netenihi katerian dan syatat pengaaraan dan perarfastan tanah senia degan araboan mocans tata mang;,

. Pervegamg Tzim Loleasi wajih roelaporkan secara betkala setiap § (hiza) alan kepada Eardor Pertaraban setervpat nergered pemlehan

tareh yarg sudah dilalsarakan hed as arkan Tzin Lokasi danpelaks ansan pergguraan dan pervarfaatan tanah tersehut;

Pernezang Izin Lokasi wajih reeraml peraturan perurd angan yang berala

Lenbagza 055 dapat nuervb atalkan Izin Dokasi atas nnilan Petvernntah Dasrah dan Kantor Pertavakar,

Imm Lakasi im bakan memipalan pendetian kak atas tarah dan diberdoam unhak renguns pensiran selanpitrs pada instarsi yans
benwerarg.

A pahila dikenudian bati temyats terdapat kekeliman d alarn Eeputasan iv, nadea alan dilaloalean pehatlan sehagainoma nestrma.

Diterbitlan g zal T,
Oleh : (semial hewwerarzan, mana jabatan)

7
£
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Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data davi pelaku usaha. Kebenavan dan keabsahan atas data
yang ditampilkan dolam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku
usaha seperihnya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LOKASI DENGAN KOMITMEN

A. FORMAT IZIN LOKASI YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembagn OES Berdaswkan ketentuan Pasal 19 dan Faml 32 wyat (2) Persturan Pemermiah Nomar 24 Tahun 2014 tekang Pehyanan
Penizitan B ha Termt Secarn Elektronde, unbuic dan atss nama menter| pirpman lembaga, gubenir, stau bupatvwali kota
menerbitiaan 1zn Lekas: kqpada

N Usaha
NMomeor Induk Berusaha
Lakasi ymg Disetupn

Rencina Kegistan " .
Keordnat gecgrafis iyl %2y, x3y3 | mAyd | dst
Funga Kaxwasin RDTR/ETREW)

rEFREMEARNTE
=z
3
7

Berdasakan Perda Kab/Eota Nomor
Tanggal
Berdasaricmn Pasal 41 ayal § Peraturan Pernenirdah Moo 24 Tahin 2018, 12mn Jokasd telsh berlaloy efektif sesuai dengan koordmat dan luas
yang disetunai dalam dokumen persstupian pemenuhan Komitmen yaits
1 Persebupuan Pemenuban Kervimen Pemernitah Daerah Kabupaten/Kota (o3 DPMPTSE) Namer tanggal . danfatan
2 Perturbangan Tekns Pertanaban Kabupateniola Nomea Targsl
yang merupakan sau kesabum yang tdak torpisahican dari o lokas) in

Eetentyan

1 Izin Lokasi dibankan untuk janghka wakdu 3 (hga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Inn Lokasi berlakou afelonf,

2 Pelaku: Usaha hanya dapat meldadean kegiatan perolehan tanah senim dengan blcan yang disshajui,

3. Pemepang [2n Lokaz wapd melhpakan secarn bekala sstup 3 (hga) bulan kepada Kanlor Pertarabon setenpal mengena
preolenan tanah yang sudah dilaksanalaan berdasarkan fzin Lakas dan pelaksansan penggumaan dan pemanfastan tanah terscbut,

¢ Pemegang zin Lokan wab memabuiu persturan perundangan yang berlaiou

5. Inn Loksst ru bukan meupsioen pembernn hak atas tanah din diberdsn untuk mengueus pertziran selanytnya padi mstans: yaog
berwena

6 Apabda ?kemud:m bt berryyata terdapat kekelrumn dalarn Eepubason i, makta akan dilakuican perbaden shagamam mesinys

Diterbitkan tanggal Oleh ~ {sezuni kewenangan, nama jabatan)

oLy
o

www.peraturan.go.id
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Dokeemen ini dikeluarkan melahw Sistem O5§ atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsehan alas data yang
ditampilkan dalem dofwmen il dan dala yang tersimpan delam Sistem OSS menjadi langgung jawab pelaku waha

sepenuinya.

PETA IZIN LOKASI

NamaPerusahaan @ ..o
Luas Tanah :

LI

Lokasi Gt
P P G R THE AT - coce g, ettt s 0 e N S
PETA IZIN LOKASI
-. ; AT bty M 1O LA A bt it R [ -
e T - e i - . N Porvr e . 4 D) e
@edBEQ 00 FMOB FERET o7
PETA IZIN LAKASI

et [ Raternogan Letak s | Legonda / Ketetnngan Peig

Sl batang

oo e
— e P

| Bl keeterangan simbol simbol dan warma yoong

Inset/Keterangan Letak Peta
Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala
vang lebih kecil

Legenda/Keterangan Peta
Berisi keterangan simbol-simbol dan warna
vang digunakan di dalam peta.

VS
=2

Koordinat batas bidang rencana lokasi
kegiatan

Nomor [ x| ¥

1

2

3

4

5

5]

dst

K eterangan lain yang dianggap peru

www.peraturan.go.id



2020, No.308 94.

B. FORMAT [ZINLOK AR YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF

M e kr
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZINLOKANSI

Lerbaza O55 Bendasarkan ketemhian Pasal 17 dan Pasal 32 avat (23 Perabaran Dervenvdal Moweor 24 Tabun 2018 terdare Pelayavan
Penziran Bemsala Tennegiasi Secam Ekkirork, untik dan ats marm mnenteri, piropivan lerdbaga, subenur, atm: upatiimali kota
remerhitlan Tein Lokasi kepada:

Hama saba
Horwor kvl Benasaha
Lokasi yarg Dhisetapa
a. Alanat
DesaEeharaban
Eeraratan
Eabupaten/Enta
Proviresi
Liaas Lakan
. Eoordivat secgrafis salwl ;oadd xSy adond ) dst
Eeterdaan :
1. Imn Lokasi i beraln efolhf setelab pemsahasm yans hesangloatm telah nelalulan pemermiban Eoriten sesual keterduam
peraturan perurd angurdarzan.
1. Dalam jargka waktn 10 (sepabaly ban sejak dferhitharegm Izn Lokasi i Pelaln Usabs wajb melengkapl persyatatan dan
nergankan parnohoran pearveiban ondtien Izin Lokasi kepada
a.  Eawbor Pertanaban s eteripat dalam rangka nelaksavakan Feri nbangan Telos Pertarabar ; dan
b, Pemerintah EabipatenTota dalan rare ka Persetipan Penern ban Ersnitrnen Izn Lokasi
5. Apahiladikenndian kati teryats terdapat kekelinaan dalar Eeputusan im, rabka alan dilalalean pethailan sehazainema nestma.
Diterbitlan tamzzal

Dolzomen ini dikeluaeian melaka Sstem G55 atas dasar data dart pelaku wsahe. Kebenaran den keabsahan qlas date yang

ditewmpilian delowm doloomen i dan datea yeng fersimpan dalam Sistem O8N5 menjed! fangeung jowab pelal wsaha
sep ermiinya.

FRoe o

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REEFUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN [X

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LOKASI PERAIRAN

A, FORMAT IZIN LOKASI PERAIRAN YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN LOKASI PERAIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Tenintegrast Secara Elcktronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS
menerbitkan Izin LoKasi Perairan yang telah memenuhi komitmen kepada:
Nama Usaha AL LA
Nomor Induk Berusaha
Lokasi yang Disetujui
a. Provinsi
b. Nama Perairan/Laut @ ...
c. Koordinat S
d. Luas
Rencana Kegiatan

Izin Lokasi Perairan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektit’ berdasarkan persctujuan yang
disampaikan oleh {(sesuai  kewenangan) terlumpir sesuai dengan ketentuan  penundang-undangan,
Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lokast Perairan ini.

Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal e R e Oleh : (sesuai kewenangan, nama jabatan)

3

Dokumen ini dikeluarkan melaiu Sistam OO atas dasar data dari pelaky usche, Kebenaran dan keabsahon elax dota yang
ditampiikan dalam dokwnen inl dan dotz yang tersimpar dalam Sistem GSS menjadl longpung jawal pelaie useha

Sapanthny.

www.peraturan.go.id
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B. FORMAT [ZIN LOKASI FERAIR AN YAMNG BELUM BERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN LOKASIPERAIRAN

B erda sarkan ketentuan Paszal 19 ayat (2% Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Perizinan B emisaha Terintegmsi Secam Eleldronk untuk dan atas (sesuad kewenangan), Lembaga O35
menerbitkan [zin Lokasi Perairan vang belum memenutl komitrmenkeepada:

Matra Usaha

Motmor Indul Berusaka

Lokas wang Dimohon
a. Provinsi
b, Mama PeradranTaut ¢ ... L
c. Knoordinat
d. Luas

Rencana Kegiatan

Izin Lokas Pemiran ini haras ditindaklanjuti dengan pemenvhan kKoritmen sesual ketentuan peratumn
perundang-undangn.

Apabila d kermidian han ternvata terdapat kekeliman dalam Kepumisan ind, meka akan dilabolkan
perbaikan sebagaitnana mestinya.

Diterbitlan tanggal

o
o

Dolromen ini dikeluarikan welahd Sstem G55 atas dasar date dart pelaku wsahe. Eebenaran dan keabsehan aias data pang
ditempilian dalam dokumen il dan daie pang fersimpan dalam Sistem G5 mewjad] fanggung jawab pelafbe usaha
sepeminya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
EEFUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LOKASI DI LAUT

A FORMAT IZIN LOKASI DI LAUT YANG TELAHBERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN LOKASI DI LAUT

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas (sesuai kewenangan), Lembaga OSS
mencrbitkan Izin Lokasi di Laut yang telah memenuhi komitmenkepada:

Nama Usaha

Nomor Induk Berusaha yeor

Lokasi yang Disetujui
a, Nama PeraimanLaut ..o
b. Koordinat AN S RS LA AT B S
¢. Luas -

Rencana Kegiatan

Tzin Lokasi di Laut i i telah memenuhi komitmen dan berlaku cfektif berdasarkan persetujuan yang
disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Persctujuan scbagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Izin Lokasi di Laut ini.
Apabila di kemudizn hari temyata terdapal kekeliman dalam Keputlusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya,

Diterbitkan tanggal RSN AN PR Oleh : (sesuai kewenangan, nama jabatan)

B
L

Dokurnen in¢ dieelwarian melalu Siztam OS85 alas dasar data dan pelatu ussha, Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkon dalam dokwmen ni dan data yang ternmpan dolam Sigtem OS5 menjodi tanggung jawab pelaku usaha
sepanuhnya.

www.peraturan.go.id
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B. FORMAT IZIN LOKASI DI LAUT YANG BELUMBERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI DI LAUT

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas {(sesuai kewenangan), Lembaga OSS
menerbitkan Izin Lokasi di Laut yang belum memenuhi komitmenkepada:

Nama Usaha
Nomor Induk Berusaha - ‘
Lokasi yang Dimohon
a. Nama PerairanLaut | ......................
b. Koordinat
Rencana Kegiatan R o LR
Izin Lokasi di Laut ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan
perundhang-undangan.

Apabila di kenmudian hari temyata terdapat kekeliman dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal ST vaees

=5
o

Dokuman fni dikalwarian malaid Sistam OSS atas dazar deta dard pelaki useha, Kebenaran dan keabsahen atax dota yang
ditampiikan dalam dolwnen i dan dota yang terzimpan delam Dztem OSS menjod: tangpung jewab pelalu usaha
sapanuhnya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttdd

BAHLIL LAHADALIA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN X1

PEREATUEAN BADAN KOORDINAST PEMANAMAN
MODAL EEFUBLIK INDONESIA

NOMOE 1 TAHUN 2020

TENTANG

FPEDOMAN PELAKSAMNAAN PELAYANAN
FERIZINAN BERUSAHA TERINTEGREASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN LINGKTHGAN

A FORMAT [ZINLINGEUNGAN YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF

il aul I

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

B erdasarkan ketentian Pazal 19 avat (3 Pemturan Permerintah Momor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berisata Tenntegma Secara Eleltronile, untuke dan atas (sesual kewenangan), Lembag 033
menerbitkan [zin Linglungan yang belum memenuhd komitmen kepada:

Matra Usaha
Motmor Indul Berusaka :
Penangung Jawab Provek T
Lokas Yang Dimohon:
a. Alarnat
b. DesaKelumhan
. K ecatnatan
d. Kabupaten/ ot
. Provinsi
f LuasLahan
Kodedlama KBLI

Izin Lingkungan ini hams ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesual ketentuan peratuman
perundang-undangn.

Apabila di kermudian har ternyata terdapat kekeliman dalam Keputusan ind, malka akan dilalokan
perbaikan sehagaimana mestinya.

Diiterbitlan tanggal

=] % [w]
"Gl

Dolzomen ini dikeluaeian melaka Sstem G55 atas dasar data dart pelakn wsahe. Kebenaran dan keabsahan qlas date yang
ditampilimn delem doloomen 1 dan data yeng fersimpan delem Sistem O8N5 mewjedi fangeung jawab pelalu wsqha
sepeminya.
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B. FORMAT [N LINGEUNGAN YANG TELAHBERL AKU EFEKT IF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGEUNGAN

B erda sarkan ketentian Pasal 19 ayat (2 Pemturan Permerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berisata Tenntegma Secara Eleltronile, untuke dan atas (sesual kewenangan), Lembag 033
tnenerhitkan [zin Lingungan vang telah memenubd komitmen dan berdatos efektifkepada:

Matra Usaha

Motnor Induk Berusata :

Penangung Jawah Froyek LR

Lokas Yang Dimnohon
a. Alamat TP
b. DesaKelumbhan e
. K ecatnatan :
d. Kabupaten/tota
. Provinsi :
f. LuasLahan e

Kodedama KBLI e

Izin Lingkungan ini ini telah mememibhi komitmen dan berlakn efgldif berdasarkan persetyjuan vang
dizampaikan oleh {sesual kewenangan) sesual dengan ketentuan perundang undangan,

Apabilla d kermdian tan ternvata terdapat kekeliman dalam Kepumisan ind, meka akan dilaboden
perbaikan sehagaimana mestinya.

Diterbitlean tanggal D e Dleh : (sesuRl kewenangan, nama jabatan

i

Dolpomen il dikele e ban melaked Sistem Q5N atas dasar date darl pelaku wsaha. KEebenavan dan keabsahan @ias data yang
ditewmpilizm dalam dofumen i dan data yang fersimpan dalam Sistem Q5 menjadi fangmmg joweb peleky wsaha
sep ermiinya.
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C. FORMAT [EIN LINGEUNGAN PERUBAHAN YANG BELUM BERLAKU EFEETIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN
(PERUB AH AN)

B erdasarkan ketentian Pazal 19 avat (3 Pemturan Permerintah Momor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusate Terdntegms Secara Elektronik, untul dan atas (sesuad kewenangant, Lermbagn O35
menerbitkan Izin Linglamgan (Pervbabany) vang belum memenuhi kormitimen kepada:

Matra Usaha
Motnor Induk Berusata
Penangung Jawab Proyels oo,
Lokas Yang Dimnohon
a. Alamat :
b. DesaKelumbhan
. K ecatnatan
d. Kabupaten/Tota
e. Provinsi
f LuasLahan RPN
Kodetdarma KBLI [T

Izin Lingkungan (perubahan} ini harus ditindakdanpti dengan pemenvhan kormitmen sesual ketentuan
pemturan perundang-undan gan.

Apabilla d kermdian tan ternvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan im, maka akan dilalakan
perbaikan sehagaimana mestinya.

Diterbitlean tanggal

ot
o

Dolzomen il dileh e ban melaked Sistem G5V atas dasar date dard pelale useha, Kebenavan dan absahan atas daie yang
ditewmpilizn dalam dofmen i dan data yang fersimpan dalam Sistem G55 menjadi tangmmg fevweb pelaku wsaha
sep ermiinya.
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D. FORMAT [ZIM LINGEUNGAN PERUBAHAN YANG TEL AH BERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN
(PERUB AH AN)

B erdasarkan ketentian Pazal 19 avat (3 Pemturan Permerintah Momor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusate Terdntegms Secara Elektronik, untul dan atas (sesuad kewenangant, Lermbagn O35

menerbitkan Izin Linglamgan (Pervbahan) yang telah memenubi komitmen dan bedakn efeldif
kepada:

Matra Usaha
Motmor Indul Berusaka
Penangung Jawab Proyels oo,
Lokas Yang Dimohon
a. Alarnat :
b. DesaKelumbhan
c. K ecarnatan
d. Kabupaten/Kota
e. Provinsi
f. LuaszLahan
Kodedlama KBLI

Izin Linglingan (perubahany ini telah memenubi komitmen dan berlalay efgltif berdasarkean persetujuan
vang disampaikean oleh (zemal kewerangan) sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabilla d kermdian tan ternvata terdapat kekeliman dalam Kepumisan ind, meka akan dilaboden
perbaikan sebagaitnana mestinya.

Diterbitlean tanggal S e Dleh s (sesual Kewenangan, nama jabatan

g
o

Dolzomen il dileh e ban melaked Sistem Q5N atas dasar date dard pelale usaha, Kebenavan dan kabsahan atas daie yang
ditewmpilizn dalam dofumen i dan data yang fersimpan dalam Sistem G55 menjadi fangmmg jovweb pelaku wsaha
sap eMmuRn A,

KEPALA BADAN KOOEDINASI PENANAMAN MODAL
REFUBLIK INDOMNESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN KII

PEREATUEAN BADAN KOORDINAST PEMANAMAN
MODAL EEFUBLIK INDONESIA

NOMOE 1 TAHUN 2020

TENTANG

FPEDOMAN PELAKSAMNAAN PELAYANAN
FERIZINAN BERUSAHA TERINTEGREASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT PERMYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN D AN
FEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUF (SFFL)

1
)
o

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGEUNGAN HIDUP (SPPL}

Kari vang menyatakan di bawah ind
Mama

Motmor Indul Berusaka
Mormor Telepon

Selalku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari

Matma Usaha e
Lokas Yang Dimnohon

a. Alamat :

b. Des/Feumhan

c. Kecarnatan

d. Katupaten/dota

e, Provins

Kodedlama KBLI

Pada prnsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungouh untuk melaksanatan seluruh pengelolaan dan
perantavan dampalk inglangan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilatbilan dan bersedia untuk
diawas oleh instang yang berwenang.

Apabila d kermidian han ternyata terdapat kekeliman dalam Keputisan ini, malam akan dilalulsn
perbaikan sebagaitnana mestinya.

Tanggl

Yang Idenyatakan,
Marna Pelaku Usaha

75
IEI'.

&
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Dokuimen ini dikeluarkan melatui Sistem OSS atas dasar data davi pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkan dolam dokumen ini dan dota yang tersimpan dolam Sistem OSS menjadi tanggung jowab pelaku usaha
sepemihnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN XII1

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IME YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peratwran Pemenntah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secars Elektronik, untuk dan atas nama (scsual kewenangan), Lembaga
0SS menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yang belum memenuht komitmenkepada:

Nama Usaha
Nemor Induk Berusaha
Nama Pemibik Bangunan Gedung
Lokast yang disctuju
a. Alamat
h. Desa/Kelurahan
¢. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
Izin Mendirikan Bangunan i harus ditindaklamuti dengan pemenvhan kemitmen sesuar ketentuan
peraturan perundang -undangan
Apahila di kemudian hart temyata terdapat kekelirvan dalam Keputusan im, maka skan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinyi

Daterbitkan tangpal

Sk
=

Dokumen int dikeiuarkan melolt Sistem OG5S atas dasar data dart pelaky usaha, Kebenaran dan keabsahan atas data yong
ditampitkan dalam dokumen tnd don data vang tersimpan dolam Sisrem OSS menfadi tanggung fawab pelaka usaha
sepemdnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT 5LF YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI(SLF)

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektromk, untuk dan atas nama (sesuai
kewenangan) menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi yang belum memenuhi kemitmenkepada:

Nama Usaha
Nomor Induk Berusaha . aale
Nama Pemilik Bangunan Gedung b o Ri s SR
Lokast yang disetujur
a. Alamat
b. Desa/Kelurzhan
¢. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
e Provinsi i it e AT
Sertifikat Laik Fungsi mi harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Apabila di kemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan tm, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya
Daterbitkan tangpal G SRt Rt e o

Sk
=

Dokumen int dikefuarkan melalt Sistem OS5 atas dasar data dart pelaks usaha, Kebenaran dan keabsahan atas data yong
ditampitkan dalam dokumen tni don data vang tersimpan dolam Sisrem OSS menfadi tanggung fawab pelaka usaha
sepemdnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

www.peraturan.go.id
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LAMFIRAI XV

PEREATUEAN BADAN KOORDINAST PEMANAMAN
MODAL EEFUBLIK INDONESIA

NOMOE 1 TAHUN 2020

TENTANG

FPEDOMAN PELAKSAMNAAN PELAYANAN
FERIZINAN BERUSAHA TERINTEGREASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB DAN FENDAFTARAN KPPA

.

iir

=
e

|
iy

;*_.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESILA
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)

B erda sarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Pemturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavaran
Perizinan Berusaha Tenntegrasi Secara Eleldronil, urtuk dan atas natma (sesual kewenangan},
Lembaga 033 menerbitkan NIB kepada :

Marra Perusahaan di Luar Negen Yang hdenunjule :

Alarmnat Perisahaan Asing :

Marra Kepala Kantor Pervalkilan di Indonesia

Alarnat Kantor Perwalkdilan di Indonesia

MNormor Telepon

Momor Fax

Email :

Kegiatan Uzaba PP

1. NIB ini diterbitkan dalam mngla pendaftaran Kantor Perweddlan Pemisahaan Asing (KPPAY oura
tnelaksanakan kegiatannya i Indonesia. NIB ind juga sebagai identitas Kantor Perwakilan
Peruzahaan &Aszing sehagaimana dimakesud dan bedakn selama menjalankan kegiatannys di Indonesia
sesual ketentuan peraiuran p erundang- undangan

2. Data yang tercantum dalam NIB dapat bervhah sesuai dengan perkembangan kegiatan KFPA
danfatau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lembaga O35 berwenang untuk melatilsan evaluaz danfatan perubatan atas pendaftaran KPPA ini
sesual ketentuan perundang undangarn.

4. MNIB i berlakon juga sebagal pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDFY.

IMIB i abcan dicabut apabila tidak mengilati ketentuan permiuran perundang-undangan.

6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat keleliman dalam Keputusan ind, maka alkan dilatnikan
perbaikan sebagaitnana mestinya.

n

Diterbitkan tangzal Cceiiiiiec . Oleh: BEFM
Perabahan ke- ... Tanggzal e e, (teisl bila meelakukan perabahar)

s

Dolzamen il diterbithan melaky S=tem O8N5 atas dasa deta peng ditepat oleh pihak Eepala Kawlor Perwalkilan Perusahaan
Asng sebagainang fercantum delom NIB w1, Eebeneran dan keabsehan aies date yang ditawpilian dalam dokuomen ini dan
data yang tersimpan delem Sistem GIY mewiad! fovggung jawab Kepala Kawlor Perwalkilan.



2020, No.308 10s-

Lampimn dalam QR Code

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIR AN
Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Momor Induk Berusata

Marra Kepala Perwalkdilan
Megam Asal Kepala Perwatdlan
Alarmnat kantor perweddlan
Telepon .
Mame Perusahaan di Luar Negen Yang Menunjuz @,
Alarnat Perusahaan di Luar Negeri :
Kegiatan Uzaba

Tenaga Kerja

a. Asng .. DmEng
b. Indonesia v s OGNE

Pendaftamn KPPA in berlakon selarme kantor perwalalan melabilan kegiatan.

Ditertitkan tatgzal D Oleh BEFIM
Perubahan ke- ... Tangzal Do, Cteris bila melakukan perababar)

=
o

Diolzomen it diterbitiam melaky Sistem GNF qtas dasar dete peng dimput oleh pihak Kepala Kawtor Perwalidlan Ferusahaan
Asing sebagaimana tercanium delam NIF w1 Eebeneran dan keabsehan aias deie yang ditampilimn dalam dolaomen i dan
data yang tersmpan delom Sistan G55 mexied! fopgun gfaweh Kepala Eantor Perwalilan.
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FPendaftaran KPP A ird diberikan dengan ketertian:

1. Dokanen ird dikeluarkan melaby Sistern OS5 atas dasar data wang diingnt oleh pihak Fepala
Fantor Perwakilan Perasahiaan Asing sebagaimana tercantiun dalam registragd ind. Kebenaran dan
keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dolumen ind dan data yang tersimpan dalam Sistem
OS85 menjad tanggung jawab Kepala K antor Perwrakilan.

2. Data yang tercantum dalam Pendaftaran KPPA i dapat digbah sesga dengan perkembangan
kegiatan KFPPA dan ketentuan peraharan perandans- wandanzat

3. Pendaftaran KPP& imi akan dicabst apabila fidak mengloah ketentuan perabwan perundang-
undatiza.

4. KFPPA dilatang mencart sesuatu penghasilan dati munber d Indonesia termamuk tidak dog setta
dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan anak perusahaan atas cdbang
petusahaat vang ada d Indonesia,

5. Kepala Kartor Perwakilan tidak boleh merangkap jsbatan sebagal Kepala EFPA lain danfatan
Pitnpitian Perusahaan.

6. Kantor perwakilan pemilik Pendaftar an KPP A wajth memvvampailosn laporan berkala kepada Depatt
Bidangz Pengendali an Pelaksanaan Penanam an Bodal, BEPRL

iy
L

Dhineren i diteviithan melahe Sistem OFS ata dasay datayang divp oleh phak Kepala Kargay Ferwalidlan Fernsahaan
Asing sebagrimama fereartum dalon NIE i, Kebenaran dan kealsahan ate data pang ditanpilim dal am do famven ini dan
data yang ters inpan dalam fistem O8N mergad tanggpmg jowab Kepala Kartor Ferwalilan

EEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
EEPUBLIE INDONEZIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB DAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN ASING

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Perizinan Berusaha Terintegrast Secara Elektronik, untuk dan atas nama {sesuai kewenangan), Lembaga
0SS menerbitkan NIE kepada

Nama Perusahaan Luar Negert

Yang Menunjuk

Alamat Kantor Perwakilan VIR

Nomor Telepon/Fax i

Bidang Kegatan

1 NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan Kegiatan berusaha dan berlaku

selama menjalankan kegiatan usaha sesua Ketentuan peraturan perundang -undangan.

NIE adalah bukti pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) yang

sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daflar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas penizinan berusaha sesuai
ketentuan perundang-undangan,

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesua dengan perkembangan Kegiatan berusaha

Apabila di kemudian hart temyvata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan i, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya

'

h

Diterbitkan tanggal viobesim dnsmssenins s KON - BICERE
Perubahan ke- .. Tanggal VIO ... {terisi bita melakukan perubahan)

[
1

Dokatmen ini dil:rbr'tknn dari Sistem QS8 atas dasor data dard pelakae wsalo. Kebervran dan keabsahan atas dasa yong
ditampilkan dolam dokwmen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem GOS8 menjadi tanggung jowob pelokn wsaha
seperndinya

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Penizinan Berussha Termtegrasi Sccara Elektronik, untuk dan atas nama Badan Koordinas
Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan Surat [zin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Bemusaha

Nama Kepala Perwakilan

Alamat Kantor Perwakilan

Nomor Telepon/Fax

Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Meminjuk
Alamat Prinspal

Bidang Kegialan

Tenaga Kerja

a. Asing

b. Indonesia

Surat [zin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Pawakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) telah
berlaku efekaif dan dapat dapat digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian harr temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal RE IR SO R PRy Oleh : BKPM
Perubahan ke- .. ..., Tanggal D vevieieeensn e, (terisi bila melakukan perubahan)

S
LA

Dokuman (ni ditarbitiean melalc Sstem OSS atas dasar data dari pelaku usahe, Kebengran dan keabsahan atas dala yang
ditampiikan dalam dehomen inl dar data yang tersimpar daiam Sstamt GOS8 menjod) tangpung jowab pelaku usakha
SapentiAya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI SEBAGAI KANTOR
PERWAKILAN BUJKA

A. FORMAT NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrast Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuas Kewenangan), Lembaga

085S menerbitkan NIB kepada

Nama Kantor Perwakilan

Alamat Kantor Prinsipal

Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia

No, Telepon

No, Fax

Email

Jenis Usaha

Bidang Kegatan B “

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku
selama menjalankan Kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 NIB adalah bukti pendaftaran Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstrukst Asing (BUJKA)
yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Dafiar Perusahaan

3, Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas perizinan berusaha
sesuat Ketentuan perundang-urklangan.

4 Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan
berusaha,

5. Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekchruan dalam Keputusan mi, muka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal e vee e e e Oleh  BKEM
Peruba!gl'n ke- . ... Tanggal - 1 ... (tensi bila melakukan perubahan)

1 -
[=] e

www.peraturan.go.id
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Dokaemen wu diterbitkon dari Sistem (88 atas dasar data dari pelaku wsoha. Kebenaran dan keabsahan atas data vang
ditempdkan dolom dokumen i dan date yong tersimpon dalom Sistem O8S menjadi tanggung jowab pelakn wusoha
2eperndinyg

B FORMAT IZIN USAHA UNTUK BUIKA YANG BELUMBERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Penizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektromik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan),
Lembaga OS5 menerbitkan [zin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Kenstruks:
Asing kepada:

Nama Kantor Perwakilan

Nomor Induk Berusaha

Nama Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Penanggung Jawab Teknik

Jenis Usaha

Bidang Kegiatan

Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia
Alamat Kantor Prinsipal

Izin Usaha Jasa Konstruksi mi dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh
wilayah Republik Indonesia setelah menyelesatkan Kewajtban sebagai berikut

1. memenuhi persyaratan perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstrukst Asing (BUJKA).
2 melakukan pembavaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBEP)

Apabila i kemudian hart temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan i, maka akan dilakukan
perbatkan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal wr e mem annsemreeaeee Obch ¢ BKPM
Perubshan ke- .. Tanggal Hanes! ... {terisi bila melakukan perubshan)

[=] % [=]
1@%
-
Doksamen ani diterbitkan dari Sistem O8S atas dasar data davi pelaku waha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang

ditampikan dalam dokeamen imi dan data yong tersimpran dalam Sivtem O8S menjadi tanggung jowad peloku usaha
sopomdinye

www.peraturan.go.id
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G FORMAT IZIN USAHA UNTUK BUIKA YANG TELAH BERLAKU EFEKTIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN USAIIA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 avat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berussha Terintegras: Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuat kewenangan),
Lembaga OS85 menerbitkan [zin Usaha Jasa Konstruksi sebagal Perwakilan Badan Usaha Jasa Koenstruksi
Asing kepada:

Nama Kantor Perwakilan

Nomor Induk Berusaha

Nama Penanggung Jawab Badan Ussha
Nama Penanggung Jawab Tekmk

Jenis Usaha

Bidang Kegiatan

Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia
Alamat Kantor Prinsipal

lzin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asmng i telah memenuhi komitmen dan beriaku efekuf
selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan‘atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Apabila i kemudian hart temyata terdapat Kekelirvan dalam Keputusan im, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal oo aen e e oo Oleh 2 BKPM
Perubahan ke- ... Tanggal 7N <+ (terisi bila melakukan perubahan)

[=] =]
'JE%
-
Dokeerment wu diterbitkan dars Sistem O8S atas dasar date dart pelabu wsoha, Kebenaran dan keabsahan atas data yang

ditompikan dolam dokumen @i dan data vong rersompan dalom Sistem O6S menjadi tanggung jawab pelaku wusahur
repemdinyg

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NTB)
(13 digit angka)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemenntah Nomeor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Pertzinan Berusaha Terintegrast Secara Elektronik, untuk dan atas nama  (sesum kewenangan), Lembaga
0SS menerbitkan menerbitkan NIB kepada

Nama

Nomor Paspor

Alamat S —
Negara Asal

Nomor Telepon

Email

I. NIB mi diterbitkan dalam rangks Surat Tanda Pendaflaran Waralaba (STPW) Pemben Waralaba
Berasal dan Luar Negen guna melaksanakan kegiatanmya di Indonesia. NIB ini juga sebagal identitas
Surat Tanda Pendaflaran Waralaba (STPW) Pembert Waralaba Berasal dari Luar Negen sebagaimana
dimaksud dan berlaku selama menjalankan Kegiatannya di Indonesia sesuai Ketentuan perituran
perundang- undangan

2. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Surat Tanda
Pendafiaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri dan/atau perubahan
ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemben Waralaba Berasal dan Luar Negeri mm sesuai ketentuan
perundang-undangan.

4. NIB im: akan dicubut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Apabila di kemudian hari temvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal Haskiiiie nizisaeeee. ~Oleh . BKPM
Perubahan ke- . Tanggal ‘ (terisi bila melakukan perubashan)

i

www.peraturan.go.id
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Dokumen ini diterbitkan davi Sistem OSS atas dasar data dari pelaku wsaha. Kebenavan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam
dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA
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LAMPIRAI HIX

PEREATUEAN BADAN KOORDINAST PEMANAMAN
MODAL EEFUBLIK INDOMNESIA

NOMOE 1 TAHUN 2020

TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
FERIZINAN BERUSAHA TERINTEGEASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT NIB PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGEA

PEMERINT AH REPUBLIK INDONESILA
NOMOR INDUK BEERUSAHA (NIB}
(13 digit angka)

B erda sarkan ketentuan Paszal 24 ayat (1% Peraturan Permerintah Momor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Perizinan Bemisaha Terintegras Secara Eleltronik, untulk dan atas nare  (sesual kewenangany, Lembaga
035 menerbitkan menerbitlan NIB kepada:

Matra

Momor Paspor
Alatriat

MNegara Asal
MNormor Telepon
Errail

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka Pendaftaran Pedagang Befangla guna melaksanakan kegatannya di
Indonesia. MIB ini juga ssbagal identitas Pedagang Berjangka sebagaitmana dimaksud dan berlaln
selama menjalankan kegatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Data vang tercantum dalam NIE dapat berhah sesuai dengan perkembangan kegiatan Pendaftaran

Pedagang B erjangea danfatan perubahan ketentuan permiuran perundang-undangar.
. Lembaga 033 berwerang untule melakukan evaluasi danstau perubahan atas Pendaftaran Pedagang
Begangla in sesuai ketentuan perundang-undangan.

. HIB i berdakn juga sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan { TDP).

. HNIB i alan dicabut apabila tidak mengilot ketentoan pemiran perundan g-undangan.

. Apabila di kermdian har ternyata terdapat kekelinan dalam Keputusan ini, maka aken dilalolkan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ok I Lad

Diterbitkan tangzal Ceeviiiiiie . Oleh BEPM
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Perubehanke- ... Tanggal @ .. .. ... . (tenisi bila melakukan perubahan)
=] r‘-‘ [=]
-
[=] %
Dokwmen ini diserbirkan dewd Sistem OSS aiar dasar date dad pelaku ssaha. Kebenaran dow keabsaban atias dava yang dirampifkan dolom
dokwmrmen Il de s yaamg tersimpesre dolam Sirteme OSS mendod tanggang jawad pelaki wssha sepennlon

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

td

BAHLIL LAHADALIA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT IZIN USAHA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

A FORMAT [ZIN USAHA UNTUK PENGGABUNGAN USAHA YANG BELUM BERLAKU
EFEKTIF (pejabat berwenang hanya 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisi nama Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrast Secara Elektrontk, untuk dan atas nama (sesuai Kewenangan),

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan [zin Usaha (nomenklatr Izin Usaha disesuaikan

dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Nama Usaha DY

Nomor Induk Berusaha

Alamat Kantor/Korespondens:

Kode KBLI

Nama KBLI

Lokas: Usaha

1. Pelaku Usaha wajib menvesuaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan

2. Pelaku usaha yang telth mendapatkan [zn Usaha i dapat melakukan kegiatan sebuagaimana tercantum
pada Pasal 38 avat (1) dengan tetap memperhatikan Ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018,

3. Pelaku Usaha selanjutnya menyesuaikan izin komersial'operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan

perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional

Apabila di kemudian hari temvata terdapat kekelimuan dalam Keputusan i, maka akan dilakukan

perbaikan sebhagaimana mestinya

4

Tanggal Terbit 1zin Usaha Proyek Pertama

Tanggal Efektt Perggabungan
Perubahanke- ... ........ Tanggal IR oo (terisi bila melakukan perubahan)

I
o

Dokaamen nt diterbitkan melalid Ststem OS5 atas dasar date dart pelakue usaha, Kebenavan dan keabsahan atas data yang
i dkan defam dok w dan data vong tersimpan dalam Sistem C8S menjadi tanggng jawad pelake usaha

¥

seperndmya.

www.peraturan.go.id
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B. FORMAT 1ZIN USAHA UNTUK PENGGABUNGAN USAHA YANG BELUM BERLAKU
EFEKTIF (pejabat berwenang lebih dari 1)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diisi nama Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 avat {2) dan Pasal 32 Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Tenintegrast Secara Elektronik, untuk dan atas nama (sesuai kewenangan ),
Lembaga OSS menerbitkan Tzin Usaha . (nomenkiatur Tzin Usaha disesuaikan dengan ketentuan
sektor usaha) kepada

Nama Usaha

Nomor Induk Berusaha
Alamat Kantor/Korespondens:
Kode KBLI

Nama KBLI

Lokast Usaha

1, Pelaku Usaha wajpib menyesuaikan komitmen pertzinan sesuai peraturan perundang-undangan

2, Pelaku usaha yang telah mendapatkan [zin Usaha i dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum
pada Pasal 38 ayat (1) dengun tetap memperhattkan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan
Pemerintzh Nomor 24 Tahun 2018,

3. Pelaku Tsaha selanjutnya menyesuatkan izin komersialoperasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan
perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operastonal.

4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sehagaimana mestinya

Tanggal Terbit 1zin Usaha Provek Pertama

Tanggal Efektif Penggabungan
Perubahanke- ... ... Tanggal - .. .. <+ oo .. {teris1 bila melakukan perubahan)

Toly
o

Doksames ini diterbitkan melals Sistem OSS atas dasar dota dars pelokn wsaho Kebenaron dan keabsohan atas deta
yang ditamprilkan dolam dokaumen ini dan data vang tersimpont dalam Sistem OS8 meniads 1angging jowab pelaka usoha
sepemdinya

www.peraturan.go.id
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AN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN [ZIN USAHA

Matra Usaha
Motmor Indul Berusaka

Mo | Pejabat Berwenang | Kode /Matma KBLT | Lokasi Usaha

1 Identen 5 Digit Jalan ...

Kel Kec Kah/Tota Prow
2 Gubernur 5 Digit Jalan ...

Fel Kec Kab/Tlota, Prow
3 B upat 5 Digit Jalan ...

Kel Kec Kah/Tota Prow

T atnzzal Terbit Izin 1Tsaha Proyek Pertama
T atizzal Efektif Penggatungan
Perubahanke- ............... Tanggal D Cteris bila meel akukan perubahiard

o
o

Dalsaren &8 diterbitean pelaha fistem O8F @b desar dava dari pelabu waha Eebenoan dan beabsahan ake data yane dikarpillkan
dalam dafaaren ini dan date yang tevsirpan dalzm fstem GO menadd mnpesme fawah pelaky w ahe fepenuiopa
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Lampimn dalam QR Code

i ié *ﬂr
——
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN [ZIN USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIM A PENGGABUNGAN

Matra Usaha

Motnor Induk Berusata

Mo | Pejabat Berwenang | Kode /Mata KBLI | Lokasi Usaha

1 Ienten 5 Digit Jalan .
Motmor Izin Kel Kec Kah/Tota Prow
Tangoal

2 Gubernur 5 Digit Jalan ...
Momor Izin Kel Kec Kab/Tota, Prov
Tanggal

3 Bupati 5 Digit Jalan .
Momor Izin Kel Kec Kab/Tota, Prov
Tanggal

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
{ list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang mengeab ung)

Matra Usaha

Moror Induk Berusate Izin Usaha TP
{bila belunada NIB diis dengan [T lama)

Mo | Pejabat Berwenang | Kode /Mata KBLI | Lokasi Usaha

1 Iienten 5 Digit Jalan .
Motmor Izin Kel Kec Kah/Tota Prow
Tangoal

2 Gubernur 5 Digit Jalan ...
Motnor Izin K&l Kec Kabota. Prov
Tanggal

3 Bupati 5 Digit Jalan .
Motnor Izin K&l Kec Kabota. Prov
Tanggal

T anggal Tetbit Izin [T saha Proyek Pertama

T atizzal Efektif Penggatungan

Perubahanke- ............... Tanggal eever e (terisl bila meldkukan perubabian)

i

Dialsmwn g diterbitlan mwlals fiven G88 atar dare daa dod pelaby waha Eebenaryan danbeabeahm aku data yag diamgalban
dalam dafaaren ini dan date yang tevsirpan dalzm fstem GO menadd mnpesme fawah pelaky w ahe repersciopa
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-123-

Lampimn dalam QR Code

PEMERINT AH REPUBLIK INDONE SIA

LAMPIF AN
LOKASIUSAHABIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usha atas narma. . ... ... [nama penasahaan) dengan NIB .. yang telah diterbitkan
tnelalui sistern OS5 dengan fincian sebagai berkoat:

1. aLolmsi Proyek
1%. Provinsi
2. Kabupatens Kota
3. Kecarratan
4% Kelurahan
5. Alamat Usaha
h. KodelNama KB LI
c. Kapasitas Produks :Jenis produls, Kapasitas produlsi, Satuan
d. Jumiah tenag kerja Indonesia o Laki-laki:... omng  Perempuan ... orang
e. NEWP cabang e alAsmAmMA
f Status Izin Usata - B elumn memenuht kormitmen
g Tatiggal Pengajuan :

1. aLolmsi Proyek
1%. Provinsi
Ty Kabupaten/ Kota
3. Kecarratan
43, Kelurahan
5. Alamat Usaba
b, KodeMama KBLI
c. Kapasitas Produks :Jenis produks, Kapasitas produlsi, Satuan
d. Jumiah tenag kerja Indonesia o Laki-laki:... omng  Perempuan ... orang
e. NEWP cabang e alAsmAmMA
f. Status [zin Usaha . B elum memenuhi komitmen
g Tatiggal Pengajuan :

g
o

Dokaomen i diterbithcan melald Sstem G55 @as dasar data dari pelafu wsake, Keberaran dan keabsahan qlas daia yang
ditewmpilian delewm doluomen i dan date yeng fersimpan dalam Sistem ON5F menjed! fangeung jowab pelak wsaha
sep ermiinya.
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C. FORMMAT IZIN UZAHA UNTUK PENGGABUNGAN USAHA YANG TELAH BERLAKU
EFEKTIF i{pejabat herwenang hanya 1}

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diis nama Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

B erda sarkan ketentian Pasal 19 ayat (2% dan Pasal 32 Peratumn Pemerintah Mormor 24 tabun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Bemisaha Terintegmsi Secara Eleldrondls, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan
Lembaga, Gubermur, B upatiWalikata, Lemnbaga O35 menerbitkan min Usata ... . (nomentdator Izin
UUsaha dizsesuaikan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Matra Usaha

Motnor Induk Berusata
Alarmnat Kantor orespondens
Kode KBLI

Mama KBLI

Lokas Usaha

Izin Usha inl merupalan izin usaha penggabungan perisabaan yvang telah memernbi komitmen dan
bedato efeltif selama Pelakn Uszaha menjalankan usaha danftau kegatannya sesual ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Apabila & kermdian had ternyata terdapat kekeliman dalam Kepotasan ini, reka akan dilakukan
perbaikan sebagaitnana mestinya.

T atnzzal Terbit Izin [Tsaha Decviiee e Dleh (sesuai kewenangar)

T atizzal Efektif Penggatungan

Perobahan ke- ... .. Tanggal ... ... (teris bila melakokan perabahar)

i

Dokaomen i diterbitkan melalul Sstem G55 atas dasar data dari pelafu wsaha. Eebenaran dan keabsahan qlas data yang
ditampilimn delem doloomen 1 dan data yeng fersimpan delem Sistem O8N5 mewjedi fangeung jawab pelalu wsqha
sepeminya.



_195. 2020, No.308

D. FORMAT [ZIN USAHA UNTUK FENGGABUNGAN USAHA YANG TELAH BERLAKU
EFEKTIF {pejahat herwenang lebih dari 1}

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(diid nama Sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

B erda sarkan ketentian Pasal 19 ayat (2% dan Pasal 32 Peratumn Pemenntah Momor 24 tahun 2018 tentang
Pelayatan Perizinan Berisaha Terintegraszi Secara Elekdronik, untuk dan atas name Menteri, Pimpinan
Lembaga, Gubernur, B upati/Walikota, Lembaga O35 menerbitkan Izin Usaka . (nomenkatur [zin
Usaha dizesuailtan dengan ketentuan sektor usaha) kepada:

Maroe Usaha

Moror Induk Berusata
Alarnat Kantor/F orespondens
Kode KBLI

Mare KBLI

Lokasi Usabia

[zin Uzaha ind menpakan izin usaha penggabungan pemisabaan telah memenuhi komitmen dan berlaku
efeldif selama Pelalu Usala menjalankan usha danfatau kegatannya sesual ketentuan Pemtumn
Perundang-Undangan.

Apabila d kermdian tan ternvata terdapat kekeliman dalam Keputisan ind, melm almn dilalokan
perbaikan sehagaimana mestinya.

T atnzzal Terbit Izin 1Tsaha Proyek Pertama
T angzal Efeltif Pengzatungan
Pergbahan ke- ............... Tanggal D oeeieeieee o Cteris bila meel skukan perubahan

o

Dolzomen i diterbitian melaha Sistem GSF atas dasar data dard pelale usaha, Keberaran dan keabschan aias dda pang
ditewmpilian delewm doluomen i dan date yeng fersimpan dalam Sistem ON5F menjed! fangeung jowab pelak wsaha
sap ey,
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g A
PEMERINTAH REPUBLIK INDONE SIA

LAMPIR AN [ZIN USAHA

Matra Usaha
Motmor Indul Berusaka

Mo | Pejabat Berwenang | Kode /Matma KBLT | Lokasi Usaha

1 Identern 5 Digit Jalan .

Kel Kec Kah/Tota Prow
2 Gubernur 5 Digit Jalan ...

Kel Kec KahEota Prowv
3 Bupati 5 Digit Jalan .

Fel Kec Kab/Tlota, Prow

T atyzgal Terbit Izin 1T saha Proyek Pertama
T angzal Efeltif Pengzatungan
Perubahan ke- ............... Tanggal Lo (terisl bila melakukan perubahan

=
o

Dalsmwn o diterbitean pwlaha Siem O @ deo doa dot pelabn weaha, Eebenoan dan rabeahan arar data pane ditanpdia
dalamn dafaarnen ini dan date yang Yevsirpan dalzm fsterm OO menadd ngesne jawah pelaky w ahe repersciopa



Lampimn dalam QR Code

-127-

PEMERINT AH REPUBLIK INDONE SIA

LAMPIF AN IZIN USAHA

(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIM A PENGGABUNGAN

Matra Usaha

Motnor Induk Berusata

Mo | Pejabat Berwenang | Kode /Mata KBLI | Lokasi Usaha

1 Ienten 5 Digit Jalan .
Motmor Izin Kel Kec Kah/Tota Prow
Tangoal

2 Gubernur 5 Digit Jalan ...
Momor Izin Kel Kec Kab/Tota, Prov
Tanggal

3 Bupati 5 Digit Jalan .
Momor Izin Kel Kec Kab/Tota, Prov
Tanggal

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(list bisa bertanb ah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Matra Usaha
Motnor Indulk Berusatal Izin Usaha TR
{bila belunada NIB diis dengan [T lama)

Mo | Pejabat Berwenang | Kode /Mata KBLI | Lokasi Usaha

1 Iienten 5 Digit Jalan .
Motmor Izin Kel Kec Kah/Tota Prow
Tangoal

2 Gubernur 5 Digit Jalan ...
Motnor Izin K&l Kec Kabota. Prov
Tanggal

3 Bupati 5 Digit Jalan .
Motnor Izin K&l Kec Kabota. Prov
Tanggal

T anggal Tetbit Izin [T saha Proyek Pertama

T atizzal Efektif Penggatungan

Perubahanke- ............... Tanggal reeiieveenn (teris bila melalaakan perubabiar)

=]
il

[s]

Dialsmwn g diterbitlan mwlaln fiven G88 atar darey daa dod pelabu waha Eebenaryan danbeabeahm aku data yang dvamgalban

dalam dafaaren ini dan date yang revsivgan dalzm fstem GO menadd mnpesme fawah pelaky w ahe repersciopa
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Lampimn dalam QR Code

-128-

PEMERINT AH REPUBLIK INDONE SIA

LAMPIR AN

LOKASIUSAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

[zin Uzaha atas nama... ... ... (nama perisahaan) dengan NE L

eeveeeen vang telah diterbithan

melalui sistern OS5 dengan nncian sebagal benlout:

1. aLokasi Proyek
1%, Prowinsi
2y, Kabupatens Kota
3. Kecarratan
4. Kelurahan
5. Alamat TTsaba
b. KodeMama KBLI
c. Kapasitas Produks

d. Jurrlah tenaga kerja Indonesia
e, MPWP cabang
f. Btatus Izin Usata

2. aLokas Proyek
1%. Provinsi
Ty Kabupaten/ Kota
3. Kecarmatan
4. Kelurahan
5. Alamat TTsaba
b. KodeMama KBLI
c. Kapasitas Produks

d. Jurrlah tenagn kerja Indonesia

e, MPWP cabang
f Status Izin Usata

J E:t]l‘;pl‘ﬂ dukm .I.C.s;pasitas produksi, Satuan

 Leld-ali..cang Perempuan ... oang

cecAlRsnAA L

- B elum memenvhi kormitmen

J E:t]l‘;pl‘ﬂ dukm .I.C.s;pasitas produksi, Satuan

La_lg-lakj Dmng pa-ﬂnpuan mng

coelatasnama

B elum memenuhi komitmen
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LAMPIRAN
LOEKASIUSAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izitn Usaha atas nama........... (nama perasahaan) dengan NIB ..o yang telah ditertotkan
melad sistem O35 dengatirincian sebagal beriloat:

1. al ckasi Proyek
1. Provns
1. Kabupatenf Fota
7). Kecamatan
4). Eelurahan
5. Alamat Usaha
b. KodeMama KBLI

c. Kapasitas Produks Jemis produlcst, Kapasitas produks, Satian

d. Janlah tenaga kerja Indonesia : Laki-lakic....orang  Perempuan: ... orang

e. NFWP cabang e oatasnAmA
f. Btatus Izin Usaha :Belun memenvin komitmen

g T angzal Pengajuan :

. aLl dkasi Proyek
17. Provins
1. Katpaten Fota
7). Kecamatan
4). Kelarahan
5. Alamat Usaha
b KodeMama KBLI

c. Kapasitas Produksi Jemsproduks‘i,l{ap asitas procuks, Satian

d. Jamlah tenaga kerja Indonesia : Laki-lakic....orang  Perempuan: ... orang

g NFWP cabang e AERSAIMA
f. BtatusIzin Usaha :Belum mememidd komitmen

g T angzal Pengsjuan :

o
L

Thinsren i diterbithan melahs Sistem O8F atas dosar data dod pelaka waha, Kebenaran dan keabsahan otas data yang
ditangrikan daam dokamen v dan data pang tersinpan dalam Sistem OFF mewad tmgpmg jowab pelakln waha
sepenuipa.

FEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
EEFUBLIE INDONEZ14,

ttd

BAHLIL LAHADALLA



